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Kebudavaan Daerah: 

Pcngern bangan Pernberdavaan, Pelesi arian o an 

a. bahwa Kebudayaan Daerah yang merupakan 
bagian dari Kebudayaan Nasional dan sekaligus 
sebagai aset bangsa, keberadaannya perlu 
dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan 
dikembangkan sehingga dapat berperan dalam 
upaya menciptakan m asyarakat Kon awe yang 
memiliki jati diri, berakhlak mulia, 
berperadaban dan mempertinggi pemahaman 
masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya 
bangsa secara maksimal dengan berdasarkan 
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa dalarn upaya menjamin terpeliharanya 
Kebudayaan Daerah di Kabupaten Konawe dan 
untuk mewujudkan rriaksud pada huruf a 
diatas, perlu dilakukan upaya dan langkah 
langkah konkrit yang berdaya guria dan 
berhasil gun a dalam melestarikan, 
memberdayakan dan mengembangan 
kebudayaan Daerah di Kabupaten Konawe; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
merietapkan Pera tu ran Daerah ten tang 
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9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. . .. Undang-Undang.v.J'Iomor ... 2.9·--H T·al1u11 -.195·.9- ---- --- -----·-- ·· -··~-·--···- · 
tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Tingkat 
II di Sulawesi (Lernbaga Negara Tahun 1959 
Nornor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokck-pokok Agraria 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1960 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 2034); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 
tentang Paten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4130); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4220); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor J.1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4966); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Cagar Budaya (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5168); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Ncrrior 58, Tam oariari Lc111ua.1 a.1, Negara 

·-- ----~epublik Indonesia Nornor 5679): 
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Kabupaten zKora [Lernbar an Negara Repu blik 
Indonesia Tahun -2007-- Nomor 82 Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4737); 

18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 
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Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

· ···--·-···-···-· ··--·Negara-Republik Indonesia Nomor 549Sh-='~·-=~=-~~ ,. -· .... -,., ... i , - -· -··· 

IO. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang . Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539). 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi 
Organisasi Kemasyar-akaran Bi dang 
Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam 
Pelestarian dan Pengembangan Budaya 
Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan 
Pengembangan Adat lstiadat dan Nilai Sosial 
Budaya Masyarakat; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah. 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan 
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8. 
Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat 
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 
12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Dalam Daerah. 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Uru san Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemeriritahan Daerah 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KON AWE 
TENT ANG PELESTARIAN, PEMBERDAY AAN DAN 
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

BUPATI KONAWE 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE 

Dengan Persetujuan Bersama 
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Menteri Kebudayaan dan Pariv.risata Nomor 42 
T'ah un 2009 /Nomor 40 Tah un 2009 tentang 

···--·~=··--·~pe"dortYan · Pele starian Xe budayaan; 
19. Peraturan Menteri Dalaru Negeri Nomor 39 

Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi 
Organisasi Kemasyarakatan Bi dang 
Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam 
Pelestarian dan Pengembangan Budaya 
Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 
Tah un 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan 
Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial 
Budaya Masyarakat; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 
Tahun 2014 ten tang Ped om an Pengakuan dan 
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Koriawe Nomor : 
Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Organisasi 
Kemasyarakatan dan Lembaga Adat 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Koriawe Nornor 8 
Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat 
Peraturan Daer ah Kabupaten Konawe Nomor 
12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Dalam Daerah. 
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Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud-dengan ;. __ ,, .. _ · 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe. 
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyeleriggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Konawe. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe. 
5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara 
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
urusan pemerintahan di daerah. 

8. SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok 
dan fungsinya terkait dengan urusan Kebudayaan Daerah. 

9. Masyarakat Hu kurn Adat Tolaki adalah Warga Negara Indonesia 
beretnik Tolaki yang berdiam di Daerah dengan karakteristik khas, 
hidup berkelompok secara harrnoni s sesuai hukum adat Tolaki, 
memiliki ikatan pada asal usul le1uhur dan atau kesamaan tempat 
tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan 
hidup, serta adanya si stern nilai yang menentukan pranata eknomi, 
politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah 
tertentu secara turun-temurun. 

10. Komunitas-Komunitas Budaya adalah Warga Negara Indonesia dari 
kalangan masyarakat adat Bugis-Makassar, .Jawa, Sunda, Bali, Toraja, 
Lombok dan masyarakat adat lainnya selain masyarakat hukum adat 
Tolaki yang berdiam di Daerah dan masih memegang tradisi budaya 
serta mempunyai ikatan geneologis serta kesadaran dan identitas 
sosial masing-rnasing dalam berinteraksi berdasarkan ni1ai, norrna, 
aturan dan adat-istiadat serta memiliki berbagai aktivitas sosial 
menurut pola tertentu di Daerah. 

11. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya 
manusia dan/ a tau kelompok manusla balk bersifat fisik maupun non 
fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi ter hadap 
lingkungannya 

12. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil 
karya manusia dan/ atau kelompok manusla yang hidup dan 
berkembang di Daerah, balk bersifat fisik maupun non fisik yang 
diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya. 

13. Kebudayaan Tolaki adalah ke seluruhan gagasan, perilaku, dan hasil 
karya masyar-akat h u k urn aciai Toiaki yang hidup dan berkerribang 
secara turun t.em.UTJJJ1 di Daerah. balk ber.sifat fisik maupun non fisik 
yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap 
lingkungannya. 

Pasal 1 
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14. Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah aclalah rencana urnurn 
perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan d aerah .-- .. · . ·--· -.- . ··-untu0k "meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat----~,~clan-'-,~- s : •. • - --· - 

mempertahankan jati diri bangsa di Daerah. 
15. Hukum Adat Tolaki adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis, yang hid up dan berlaku dalam 
masyarakat hukum adat Tolaki untuk mengatur tingkah laku manusia 
yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan 
secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk 
keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum 
atau sanksi. 

16. Bahasa daerah adalah bahasa daerah yang disesuaikan dengan tradisi 
di daerah asal komunitas-komutas budaya yang digunakan sehari-hari 
pada saat-saat tertentu sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar 
anggota komunitas-komunitas bud a ya yang berdiam di dalam Daerah .. 

1.7. Bahasa Tolaki adalah bahasa daerah yang digunakan sehari-hari oleh 
serta sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota 
ma syar akat hukurn adat Tol aki di Daerah. 

18. Sastra daerah adalah sastra yang diungkapkan clalam bahasa daerah 
baik lisan mau pun tulisan. 

19. Kesenian tradisiorial Tolaki yaitu wujud nilai estetika yang merupakan 
hasil dari kreatifitas, daya cipta, rasa, kar sa d an karya yang hidup 
secara turun-temurun dari dan terdapat dalam mayarakat hukum adat 
Tolaki. 

20. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau berida buatan 
manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau 
kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki 
hubungan erat dengan kebudayaan Tolaki dan sejarah perkembangan 
masyarakat hukum adat Tolaki. 

21. Warisan budaya TakBenda adalah seluruh hasil perbuatan dan 
pernikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan 
ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang 
termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat 
istiadat di Indonesia. 

22. Lembaga Adat Tolaki adalah lembaga atau orgarusasi sosial 
kemasyarakatan dan/atau organisasi paguyuban resmi masyarakat 
hukum adat Tolaki yang telah terbentuk di tingkat Provinsi dan 
memiliki pengurus di Daerah sebagai tempat kedudukan kantor 
dan/ atau satuan organisasi Lembaga Adat Tolaki di Daerah ; 

23. Direktorat INDB adalah Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi 
Budaya yang merupakan unit kerja Kementrian Pendidikan dan 
Keouciciyacin Rcpuoiik inciunesia yang meiaksanakan tugas teknis di 
bidanz budava takbenda. .;.. .-.--. --·--··-·-··· ··--- 

24. Pakaian Adat Tolaki adalah pakaian khas Adat Tolaki, yaitu perangkat 
Pakaian Adat serta baju teluk belanga dan pakaian yang memberikan 
corak nilai-nilai kebesaran budaya Tolaki. 



Pengaturan tentang pelestarian, pernberdayaan dan pengembangan 
~·c:.1Yi!1'L!_,,L.,L.,.,- •. D; ;., .... _,:·~!~]'1 .·t*·"t- -: .... ;, .• - ··1 .. •·-,._ r--- .nzocti . .._ .... -,,,-. ..... funcs: dan .. ,. ----, ... '-· ...... i...,Li .... .i.L4.r,..::::,'-'~......_:-,.""u.i. t.;.. .. .i.tU~ .. .i..i.C .. t::,U!-) ..:..1.11c:UKCU.l 1U.li;::, 1 · .i..i. 

peranan positif-ni·lai-nil-ai, norrna, sistem hukum adat dan adat istiadat 
koruunitas budaya dararn menunjang kelancaran pembangunan daerah, 
memperkuat kebudayaan dan ketahanan nasional, membina dan 
meningkatkan kerukunan hidup antar sesama dan antar komunitas 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Maksud 

Ruang lingkup pengaturan tentang pelestarian, pemberdayaan dan 
pengembangan Kebudayaan Daerah ini terdiri atas : 
a. pelestarian, pemberdayaan clan pengembangan Kebudayaan Tolaki, 
b. pembentukan dan penyelenggaraan sistem per adilari adat Tolaki, 
c. pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Daer ah 

pada Komunitas-Komunitas Budaya, 
d. penyusunan rencana induk pelestarian Kebudayaan Daerah. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup 

BAB II 
RU ANG LINGKUP, MAKSUD DAN TU JUAN 

[7] 

25. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan 
keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, Lembaga 
Adat dapat lestari dan semakin kokoh, sehingga berperan ·positif dalam 
pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang 
bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkeinbangan 
Jam an. 

26. Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai- 
nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika, 
moral dan adan yang merupakan inti dari Adat Istiadat, kebiasaan 
kebiasaan dalam masyarakat, dan lernbaga adat agar supaya 
keberadaannya tetap hidup dan berlanjut. 

27. Pengembangan adalah suatu upaya terencana, terpadu dan terarah 
agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan 
lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan 
peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, 
budaya clan ekonomi yang sedang berlaku. 
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Pernbentukan peradilan adat Tolaki bertujuan : 
a. mewujudkan pengakuan dan perlindungan pernerintah atas keberadaan 

masyarakat hukum adat Tolaki, 
b. menjamin kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum terkait dengan 

pelaksanaan hukum adat Tolaki di kalangan masyarakat hukum adat 
Tolaki, 

c. membantu pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam proses 
penangahan perkara-perkara pelaksanaan hukum adat Tolaki dan 

Faragraf 2 
Tujuan Pembentuan dan Perrye leriggaran Sistem Peradilan Adat Tolaki 

Pasal 5 

;!\ 

kelestarian dan 
telah hidup dan 
sosial masyarakat 

a. Mempertahankan dan melindungi keberadaan, 
kehormatan unsur-un sur kebudayaan Tolaki yang 
bcrkcm bang sec am tu run tcmu ru n dalam lingkungan 
hu kurn adat Tolaki di Daerah. 

b. Menggali dan mengembangkan potensi kearifan Iokal masyarakat hukurn 
adat Tolaki yang terkait dengan nilai-nilai, norma-norma, hukum adat 
dan adat istiadat bagi kepentingan pembangunan daerah, peningkatan 
persatuan dan kesatuan bangsa, serta peningkatan kerukunan hidup 
dengan komunitas budaya lainnya di Daerah. 

Pelestarian, pernberdayaan dan pengembangan Kebudayaan· Tolaki 
bertujuan untuk: 

Pasal 4 

Paragraf 1 
Tujuan Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengembangan 

Kebudayaan Tolaki 

Bagian Ketiga 
Tujuan 

budaya dengan masyarakat hukurn adat Tolaki, serta meningkatkan taraf 
hidup dan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Kabupaten Koriawe. 
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i 1 i Anzzota Masvar akat hukum adat Tolaki iku t serta dalam upaya-upav a 
pelestarian, pem berdayaan dan pengembangan Kebudayaan Tolaki. 

1-1 i~L·ikut::>cri~tct.li .,,,g-g-uta. rnasyarakat h ukurn adat Tolaki dalam upaya 
upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada 
kegiatan: 
a. lnventarisasi acara, upacara dan potensi seni budaya Tolaki ; 

Pasal 8 

Bagian Kesatu 
Peran Serta Masyarakat 

BAB!II 
PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN 

KEBUDAY AAN TOLAKI 

Penyusunan rencana induk pelestarian Kebudayaaan Daerah bertujuan 
untuk menyatukan persepsi, membangun transparansi dan keterpaduan, 
serta meningkatkan partisipati aktif para pemangku kepentingan terkait 
(stakeholder) dalarn kegiatan pelestarian Kebudayaan Daerah. 

Pasal 7 

Paragraf 4 
'I'uju an Penyusunan Rencana Induk Pelestarian 

Kebudayaan Daerah 

Pe1estarian, pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Daerah pada 
Komunitas-Komunitas Budaya bertujuan untuk : 
a. Melindungi dan menghormati keberadaan unsur-unsur kebudayaan 

pada komunitas-komunitas budaya di Daerah dalam rangka 
meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina 
kerukunan hidup dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan prinsip-prinsip Bhineka Tunggal lka. 

b. Menggali dan mengembangkan potensi kearifan lokal milik komunitas 
komunitas budaya di Daerah dalam rangka mendukung upaya-upaya 
Pemerintah Daerah da1am Pembangunan Daerah dan Pembangunan 
Masyarakat di Daerah. 

·I 

Pasal 6 

TI 
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Paragraf 3 

Tujuan Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengembangan Kebudayaan 
Daer ah pada Komunitas-Komunitas Budaya 
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Pasal 9 

(1) Pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Tolaki 
menjadi tugas Pemerintah Daerah yang secara operasicnal 
dilaksanakan oleh SKPD terkait. 

(2) Pelestarian, pernberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Tolaki 
sebagaimana dimak sud pada ayat ( l ] ant ara lain dilakukan rnelalui : 
a. pengaturan perigguriaan seluruh aspek Kebudayaan Tolaki bagi 

kepentingan Pembangunan Daerah; 
b. penetapan berbagai kebijakan atau langkah-Iangkah teknis yang 

sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan 
upaya pemberdayaan, pelestarian dan pcngembangan Kebudayaan 
Tolaki; 

c. pengembangan seluruh aspek Kebudayaan Tolaki dan membina 
kornu nitas budaya Tolaki agar mampu dan berkenan memahami 
serta mengapresiasi kebudayaan Tolaki; 

d. pemeliharaan seluruh aspek Kebudayaan Tolaki dalam upaya 
melestarikan kebudayaan Tolaki sebagai unsur · kekayaan 
kebudayaan nasional dan sebagai salah satu surnber 
pengembangan kcbudayaan Indonesia; 

e. peningkatan pendidikan seluruh aspek Kebudayaan Tolaki dalam 
upaya meningkatkan kebanggaan daerah serta memperkokoh jati 
diri komunitas budaya Tolaki. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), Pemerintah Daerah melibatkan potensi peranserta 
masyarakat hukum adat Tolaki yang terhimpun dalam Lembaga Adat 
Tolaki atau sebutan lainnya. 

(4) Memberikan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda kehormatan adat Tolaki. 

Bagian Kedua 
Tugas Pemerintah Daerah 
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b. lnventarisasi aset kekayaan budaya Tolaki dan penggalian sejarah 
__ kebudayaan Tolaki 

c. Peningkatan kegf~tan kebudayaari Tolaki ; 
d. Sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya Tolaki pada kornunitas 

komunitas budaya di Daerah dan di luar Daerah ; 
e. Fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia anggota 

masyarakat hukum adat Tolaki. 

i':' - .. 
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b. Penggunaan Bahasa Tolaki pada dan/atau sebagai narna 
uc.wguncU1/gcJung, nama jalan/penunjuk jalan, rnateri iklar; 
layanan masyarakat, nama dusun/lingkungan, desa/kelurahan, 
Kecamatan dan Kabupaten, nama kompleks permukiman, materi 
pada papan nama lembaga/ organisasi sosial dan/ atau sejenisnya, 

i; .,, 
' •' 

: I 

Pasal 11 

(1) Bahasa Tolaki sebagai unsur kekayaan budaya bangsa wajib 
dilestarikan dan dikembangkan. 

(2) Pelestarian dan pengembangan Bahasa Tolaki dilakukan melalui cara 
cara namun tidak terbatas : 
a. Penggunaan Bahasa Tolaki pada berbagai acara darr/ atau upacara 

adat Tolaki, serta pada kegiatan sosial lainnya di tempat tertutup 
maupun terbuka yang tidak mengganggu ketertiban umum, kecuali 
pada acara-acara dan/atau upacara kenegaraan, kebangsaan, 
pemerintahan dan ruang sosial lainnya yang mengharuskan 

Paragraf 2 
Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Tolaki 

. ,·!' 
I 

I j ~' 

" . ,•I 

Pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Tolaki 
dilakukan terhadap unsur-unsur dan wujud Kebudayaan Tolaki sebagai 
berikut: 
a. bahasa Tolaki; 
b. pakaian adat Tolaki; 
c. kesenian tradisional Tolaki, meliputi seni tari, seni suara, sem musik, 

seni kerajinan dan tata rias pengantin tradisional Tolaki; 
d. hukum adat Tolaki; 
c. pcr adilan adat Tolaki: 
f. makanan tradisional khas Tolaki; 
g. ornamen khas Tolaki: 
h. Rumah adat Tolaki; 
1. warisan Budaya Tolaki TakBenda, meliputi sastra dan tradisi ekspresi 

lisan khas Tolaki, ritual adat Tolaki, perayaan-perayaan khas Tolaki, 
. pengetahuan atau kearifan lokal mengenai alam semesta serta/ a tau 
permainan ketangkasan khas Tolaki. 

Pasal 10 

Paragraf 1 
Um um 
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Bagian Ketiga 
. .Pe leat.arfan , Pemberdayaan dan--Pengembangan 

Kebudayaan Tolaki 
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( 1) Pakaian Adat Tolaki sebagai unsur kekayaan budaya bangsa wajib 
dilestarikan dan dikembangkan. 

(2) Pakaian Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. pakaian adat perkawinan Tolaki; 
b. pakaian adat Tolaki resmi; 
c. pakaian lain yang bermotif khas Tolaki/Tenun Adat. 

(3) Pakaian adat perkawinan Tolaki wajib digunakan oleh calon 
pengantin atau pengantin laki-Iaki dan perempuan dari masyarakat 
hukum adat Tolaki maupun dari komunitas budaya pada rangkaian 
acara dan/atau upacara adat perkawinan Tolaki. 

(4) Pakaian adat Tolaki resmi wajib digunakan oleh tokoh, pemuka 
dan/atau pemarigku adat Tolaki pada acara dan/atau upacara adat 
Tolaki dan/ atau pada acara dan upacara lainnya yang bernuansa 
adat Tolaki, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan acara 
kelembagaan adat dan/atau pada acara dan u pacara perayaan dan 
ritual adat Tolaki; 

(5) Pakaian adat Tolaki resmi dapat digunakan oleh tokoh, pemuka dan 
pemangku adat dari komunitas budaya sepanjang dimaksudkan 
untuk menghormati dan menunjukkan nilai torelansi berbudaya 
kepada masyarakat hukum adat Tolaki; 

(6) Pakaian lain yang bermotif khas Tolaki digunakan oleh masyarakat 
hukurn adat Tolaki pada umumnya dan dapat digunakan oleh 
komunitas budaya dalam berbagai kesempatan yang diperbolehkan 
n,P1;11,11r peraru ran per undang-undangan: 

(7j · Penggunaan motif khas Tolaki pada pakaian lain dilaku kan pada 
_;~·::::-;_. 8(:::;:.-:..:k ::~;:::.t model pakaian yang lazirn d igu nakan se s u.u 
dengan nilai-nilai estetika, tradisi dan norrna-riorrna sosial bangsa 
Indonesia; 

Pasal 12 

Paragraf 3 
Pelestarian dan Pengernbangan Pakaian Adat Tolaki 

nama kawasan ekosistem tertentu, dan lain-Jain yang dipandang 
patut urituk iru; 

c. Penyediaan bafian::·5ahaii. pengajarari untuk sekolah dan- luar 
sekolah serta bahan-bahan bacaan untuk perpustakaaan dan 
penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi Bahasa Tolaki di 
Daerah; 

d. Pengenalan dan pengajaran Bahasa Tolaki mulai jenjang taman 
kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah yang 
pelaksanaannyadisesuaikan dengan ketentuan, kondisi dan 
keperlu an di Daerah; 

e. Pembinaan, pengkajian dan pengembangan Bahasa Tolaki. 

i 
. 

. . 

. 

ft 
j 

r. 
r ,. 

1· 
i ri~ 
~· 

I~ ~- 
"' 

. . . 

f' 
f· ~- 
Fi ~- 
~: 
i 
f' 
~· 
ir 
~ ,~, 
& ~" f 

'
");: 
f 
f ~r r:: 

f:.1 ~ 
[: 
( 
t 
~ ·~· r 
~: 

' ' : 



[13] 

. S:~:.?.:~.; :~ sc});J.g[ti ~ ;t;~0. di::-:: aksu d pada Pasa 1 1 .5 ~ :.: r0~.-:: 1:~·:-:-: ::~~:--dt:::.-~-;~; :-: . 
pelestarian, dan pengembangan kesenian tradisiorial Tolaki dapar 
Liii .. li",'..UKd.11 rneiaiui cara-cara antara lain : 
a. Pesta, pergelaran atau festival kesenian tradisiorial Tolaki yang 

diselenggarakan secara periodik atau pada acara-acara tertentu, 
b. Pelatihan, seminar dan lokakarya kesenian tradisional Tolaki, 

Pasal 16 

(J.) Sebagian atau keseluruhan bentuk kesenian tradisional Tolaki 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 wajib diajarkan di sekolah 
sekolah pada jenjangsekolah dasardan sekolah menengah yang 
pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dan/ atau peraturan 
kependidikan yang berlaku di Daerah ; 

(2) Kesenian tradisional Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajarkan dalam bentuk mata pelajaran muatan lokal. 

Pasal 15 

Kesenian tradisional Tolaki terdiri atas : 
a. seni tari Tolaki, 
b. seni suara khas Tolaki, 
c. seni musik tradisional Tolaki, 
d. seni kerajinan khas Tolaki, 
e. tata rias pengantin khas Tolaki. 

Pasal 14 

iii 
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Paragraf 4 
Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Tradisional Tolaki 
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Pelestarian dan pengembangan Pakaian Adat Tolaki sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui cara-cara antara lain sebagai 
berikut: 
a. Penerapan aturan penggunaan pakaian adat Tolaki resmi atau pakaian 

lain yang bermotif khas Tolaki pada waktu-waktu tertentu selama hari 
kerja di lingkungan pemerintah daerah sepanjang tidak bertentangan 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

b. Penentuan standar motif, model dan desain Pakaian Adat Tolaku 
setelah melalui seminar atau pengkajian. 

' i 

Pasal 13 

(8) Penggunaan pakaian khas adat Tolaki wajib digunakan pada instansi 
Pemerintah, Swasta dan Perididikan Dasar sampai Menengah pada 
hari-hari tertentu. 
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(1) Hukum adat Tolaki yang ada dan berlaku pada masyarakat hukum 
adat Tolaki harus diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan. 

(2) Upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan hukurn adat 
Tolaki dapat dilakukan melalui : 
a. pembentukan sistem peradilan adat Tolaki; 
b. penelitian, pengkajian dan pengembangan Hukum Adat Tolaki; 
c. simposiurn, seminar dan lokakarya pele starian. pe!'Y!berdayaan 

dan pengembangan Hukum Adat Tolaki; 
d. pengurn pu lari [kompilasi] dan pem bukuan H1-1k1_,rn Adat Tol aki 

yang tertulis maupun yang tidak pernah tertulis; 
e. penyatuan atau unifikasi Hukum Adat Tolaki; 

Pasal 18 

(1) Hukum Adat Tolaki mencakup norma-norma adat yang tercakup dalam 
Hukum Adat Kalosara. 

(2) Hukum Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalarn 
Peraturan Daerah ini terdiri dari : 
a. hukum adat perkawinan (Sara ine Pepalcauii'as 
b. hukum Adat Pertanahan (Sara ine Wuta) 
c. hukum Adat Waris (Sara ine Petiaria) 
d. hukum perdata adat (Sara ine Pekakahi'a) 
e. hukum pidana/delik adat (Sara ine Posuahala'a) 
f. hukum adat privat (Sara Pewaheako) 

Pasal 17 
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Parag:raf 5 
Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengembangan 

Hukum Adat Tolaki · 
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c. Pemutaran lagu bernuansa Tolaki pada hotel, restoran , media 
elektronik audio, visual dan audio-visual, pada pada tempat-tempat 
lainyang tidak mengganggu ketertiban umum; 

d. Kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana apresiasi sem 
tradisional Tolaki, 

e. Pemberian bantuan sosial untuk anggota masyarakat hukum adat 
Tolaki yang dimanfaatkan untuk revitalisasi, pemberdayaan, dan 
peningkatan kualitas keberadaan komunitas budaya dimaksud dalam 
rangka pelestarian kesenian tradisional Tolaki, 

f. Pengaturan kegiatan sebagaimana pada huruf c disesuaikan dengan 
Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah. 

g. Tata cara pemberian bantuan sosial untuk anggota masyarakat hukurn 
adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada huruf d disesuaikan dengan 
ketentuan perundang-undangan. 
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(1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, 
Pengembangan, dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Tolaki ; 

(2) Pernerintah Daerah mempunyai tugas: 
a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta 

meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab · akan hak dan 
kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Benda Cagar Budaya 
Tolaki; 

b. mengembangkan dan merierapkan kebijakan yang dapat menjamin 
terlinduriginya dan terrnanfaatkannya Benda Cagar Budaya Tolaki: 

c. menyelenggarakan penelitian dan.. .perigernoangan .bt::'n(ict. cagar 
Budaya Tolaki: 

d. menyediakan informasi Benda Cagar Budava Tolaki untuk 
masyarakat; 

e. menyelenggarakan promosi Benda Cagar Budaya Tolaki; 

Pasal 20 

Benda Cagar Budaya Tolaki merupakan benda-benda warisan Budaya 
Tolaki yang dimiliki dan/ a tau dikuasai oleh negara, pemerintah daerah 
atau perorangan yang memenuhi kriteria: 
a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, 
b. Mewakili masa gaya paling singkat beru sia 50 (lima puluh) tahun 
c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilrnu pengetahuan, pendidikan, agama 

dan/ a tau kebudayaan Tolaki 
d. Merniliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 

Pasal 19 

Paragraf 6 
Pe le st ar ian Benda Cagar Budaya Tolaki 
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f. pembakuan atau penyusunan norma-norma standar Hu kurn Adat 
Tolaki menjadi Kitab Hukum Adat Tolaki; 

g. pengajaran materi hukum adat Tolaki pada sekolah-sckolah _ 
menegah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di 
daerah; 

h. pengajaran materi hukum adat Tolaki pada sekolah-sekolah 
menegah diintegrasikan dengan mata pelajaran muatan lokal; 

i. pengajaran materi hukum adat Tolaki pada perguruan tinggi 
negeri maupun swasta yang ada di Daerah disesuaikan dengan 
peraturan keperididikan dan pengajaran yang ada di pergur uan 
tinggi negeri dan swasta yang bersangkutan. 

Materi muatan Kitab Hukum Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf f dikukuhkan melalui Peraturan Daerah 

(3) 

1 
! 
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Peiest.ar ian Benda Cagar Buriaya Tolaki ciiiak uk an rrieiaiui : 
a. Perlindungan: 
b. Pengembangan; dan 
c. Pemanfaatan. 

Pasal 22 
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( 1) Pelestarian Benda Cagar Buday a Tolaki harus dikoordinasikan oleh 
Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. 

(2) Tata cara Pelcstarian Benda Cagar Budaya Tolaki harus 
mem pertim bangkan kem ungkinan dilakukannya pengem balian 
kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian, 

(3) Pelestarian Benda Cagar Budaya Tolaki harus didukung oleh kegiatan 
pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat 
menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. 

(4) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau 
kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Benda 
Cagar Budaya Tolaki yang dimiliki dan/ a tau yang dikuasai. 

(5) Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, 
atau menggagalkan upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Tolaki. 

Pasal 21 

f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan 
. ··--- _ ·------·- prornosi Benda Cagar Budaya Tolaki; 

g. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap 
pelestarian warisan budaya; dan 

h. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Benda Cagar 
Budaya Tolaki. 

(3) Pemerintah Daerah sesuai berwewenang: 
a_ menetapkan etika pelestarian Benda Cagar Budaya Tolaki; 
b. mengkoordinasikan pelestarian benda Cagar Budaya Tolaki secara 

lintas sector; 
c. menghimpun data Benda Cagar Budaya Tolaki; 
d. menetapkan peringkat Benda Cagar Budaya Tolaki; 
e. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Benda Cagar Budaya 

Tolaki; 
f. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang 

pelestarian, penelitian, dan museum; 
g. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang 

kepurbakalaan; 
h. memberikan pcnghargaan kepada setiap orang yang telah 

rnelakukan Pelestarian Benda Cagar Bu daya Tolaki. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengcnai pengelolaan Benda Cagar Budaya 

Tolaki diatur dengan kctentuan perundang-undangan. 
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(l)· · Perlindungan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 22 huruf a dilakukan clengan cara: 
a. Penyelamatan 
b. Pengamanan, dan 
c. Pemeliharaan 

(2) Penyelamatan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dirnak su d 
pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk: 
a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/ a tau alam yang 

mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang 
menyertainya; dan 

b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan · dan/ a tau 
penguasaan Benda Cagar Budaya Tolaki yang bertentangan · 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap orang berhak melakukan penyelamatan Benda Cagar Budaya 
Tolaki yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat 
atau yang memaksa urituk dilakukan tiridakan penyelarriatan. 

(4) Pengamanan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga dan mencegah Benda Cagar 
Budaya Tolaki agar tidak hilang, rusak, hancuratau rnu snah ; 

(5) Pengamanan Benda Cagar Budaya Toiaki sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) meru.pakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya; 

(6) Pengamanan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5} harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan 
sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, 
kebudayaan, dan/ atau pariwisata di Daerah. 

(7) Perneliharaan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf c wajib dilakukan setiap orang yang memiliki a tau 
menguasamya. 

(8) Benda Cagar Budaya Tolaki yang ditelantarkan oleh pemilik dan/ atau 
yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara. 

(9) Pemeliharaan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara merawat Benda Cagar 
Budaya Tolaki untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat 
pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. 

(10) Pemeliharaan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud 
pada ayat (9) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah 
lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap. 

(11) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan 
pembersihan. pengawetan. dan perbaikan atas kerusakan dengan 
memperhatikan keaslian bentuk, tata letak. gaya, banan, dan/atau 
,,..1,-, ... olcai Bend'; Cazar Budava ~--·•.1..1. ..i.Vt:,..1. .L U c .. ::, .., . 

(12) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yang 
berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke 
tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus. 

Pasal 23 
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(2) 

Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat rnemanfaatkan Benda 
Cagar Budaya Tciaki unt.uk keperitingan c.ig_cima, sosrai, pendidikan , 
ilmu pengetahuan, teknologi, kebudavaan. dan pariwisata di Daer ah+-> 
Pernerintah Daerah rnernfasilitasi perrianfaatan dan promosi Benda 
Cagar Budaya Tolaki yang dilakukan oleh setiap orang. 

(1) 
Pasal 25 

(1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan 
prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai 
yang melekat padanya. 

(2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Benda Cagar Budaya 
Tolaki setelah memperoleh: 
a. izin Pemerintah atau Perneriritah Daerah; dan 
b. izin pemilik dan/ atau yang menguasai Benda Cagar Budaya Tolaki. 

(3) Pengembangan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan 
ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Benda Cagar 
Budaya Tolaki dan peningkatan kesejahteraan ma svarakat di Daerah ; 

(4) Setiap kegiatan pengembangan benda Cagar Budaya Tolaki harus 
disertai dengan pendokumentasian. 

(5) Penelitian dapat dilakukan pada setiap rencana pengembangan benda 
Cagar Budaya Tolaki untuk menghimpun informasi serta mengungkap, 
memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budayanya : 

(6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap 
Benda Cagar Budaya Tolaki melalui: 
a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan: dan 
b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan 

praktis yang bersifat aplikatif. 
c. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)· dapat dilakukan 

sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau 
berdiri sendiri. 

(7) Proses dan basil Penelitian Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan 
informasi dan promosi benda Cagar Budaya Tolaki ; 

(8) Pemerintah Daerabatau penyeienggara penelitian menginformasikan 
dan mempublikasikan basil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) kepada masyarakat. 

Pasal 24 

(13) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau rnenempatkan juru 
pelihara untuk melakukan perawatan Benda Cagar Budaya Tolaki. 

(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Benda Cagar Budaya 
Tolaki diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
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a. hu kurn adat Kaiosara 
b. acara dan upacara adat Mom besa ra 
c. upacara ritual Mosehe dan Rumorondo 
d. kerajinan tenun dan kerajinan anyaman tradisional Tolaki 

Warisan Budaya Tolaki TakBenda terdiri atas : 

Pasal 27 

Paragraf 7 
Pelestarian Warisan Budaya Tolaki TakBenda 

( 1) Pendanaan pelestarian Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 22 menjadi tanggung jawab bersarna antara 
Pemerintah Daerahdan masyarakat hukurn adat Tolaki; 

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)' berasal dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
b. hasil pemanfaatan Benda Cagar Buday a Tolaki, dan/ a tau 
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Pernerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, 
Pengembangan, Pemanfaatandan Kompen sasi Benda Cagar Budaya 
Tolaki dengan mernperhatikan prinsip proporsional ; 

(4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan 
Benda Cagar Budaya Tolaki dalam keadaan darurat dan penemuan 
yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Tolaki. 

Pasal 26 

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin 
pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, 
dan/atau pelatihan. 

(4) Promosi sebagaimana dim aksud pada ayat (2) dilakukan untuk 
memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan 
pendapatan rnasyarakat. 

(5) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Tolaki yang dapat menyebabkan 
terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, 
dan/ atau analisis mengenai dampak lingkungan. 

(6) Benda Cagar Budaya Tolaki yang pada saat ditemukan sudah tidak 
berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
tertentu. 

(7) Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Tolaki sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) dilakukan dengan izin Pemerintah Dae:rah sesuai dengan 
peringkat benda Cagar Budaya Tolaki dan/ a tau masyarakat hukum 
adat Tolaki yang memiliki dan/ a tau menguasainya. 
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(1) Anggota masyarakat hukum adat Tolaki berperan aktif melakukan 
pelindungan warisan budaya Tolaki TakBenda melalui pendaftaran. 

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara 
terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Daerah dan setiap orang dalam masyarakat hukum adat Tolaki dan 
komunitas-komuriitas budaya. 

(3) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan dengan cara: 
a. mendorong partisipasi untuk Pelestarian Warisan Budaya Tolaki 

Tak bend a; 
b. membantu fasilitasi perigernbangan s umber daya manu sia dan dan 

birribingan te knis dalarn Pt::c~~o.:-:c"L': War isrm Budava Tnh i.,; 

Takbenda; dan 
c. memberikan penghargaan kepada setiap orang dan/atau 

masyarakat hukum adat dan/ a tau komunitas budaya yang 

Pasal 30 

: 
d 

I 
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban rrienjamin Pelestarian Warisan 

Budaya Tolaki Takbenda m elalui program peningkatan kesadaran 
Pelestarian. 

(2) Pemerintah Daerah rnempunyai rencana aksi dalam melestarikan 
Warisan Budaya Tolaki. 

(3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Rencana lnduk Pelestarian Kebudayaan 
Daerah sebagairriana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. 

Pasal 29 

Pelestarian warisan budaya Tolaki TakBenda dilakukan dengan cam 
perlindungan, pengembangan clan penianfaatan 

Pasal 28 

e. perayaan tradisional khas Tolaki, termasuk namun tidak terbatas 
pepokolapasi'a/ipeharoaa, manqqilo dan khatamu, tnetiranqqa dan 
moriahu. nda 'u. ·· 

f. prosa tradisional Tolaki yang termasuk dalam kategori mite, [abel, 
leqenda, sage dan dongeng 

g. puisi khas Tolaki, termasuk namun tidak terbatas Kinoha/Laioma, Sua 
Sua, Taenango, Kabiu, O'Anggo, Singguru, O'Dhoa, Hu 'hu, Pe'olili da.n 
Bhitarandoka. 

h. permainan ketangkasan dan olah raga tradisional Tolaki, 
1. pengetahuan dan/ a tau kearifan lokal orang Tolaki dalam pengelolaan 

sumberdaya alam, kh u su snya dalam namun tidak ter batas 
pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya hutan, 
pertanahan, pertanian serta pengelolaan wilayah pesisir dan lau t. 

• 
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(1) Sebagian atau keseluruhan bentuk makanan tradisional khas Tolaki 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 wajib diajarkan di sekolah 
sekolah pada jenjangmenengah yang pelaksanaannya disesuaikan 

Pasal 34 

Makanan tradisional khas Tolaki dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari : 
a. Sinonggi; 
b. aneka penqanari /kue khas Tolaki; 
c. kambatudan kabengga; 
d. kinowu; 
e. Ninahu Ndawa Oloho; 
f. Sate Pokea . 

Pasal 33 

Paragraf 8 
Pelestarian dan Pengembangan Makanan Tradisional khas Tolaki 

. 
i,lj 
;j. 
j,i: 
li!1t 

J:I 
!!' 

: 1·; .. 
j. 

·f 

( 1) Pendaftaran Warisan Budaya Tolaki TakBenda sebagairnana dimaksud 
pada Pasal 30 ayat (1) diajukan kepada SKPD terkait; 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara mengisi forrnulir pendaftaran Budaya Tolaki TakBenda; 

(3) Pendaftaran Warisan Budaya Tolaki TakBenda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diteruskan oleh SKPD terkait kepada Direktorat INDB 
untuk maksud pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. 

Pasal 32 

:·,11 
;. 
/ I 

'.i 
·i· 

:,I 
I. 

( 1) Anggota masyarakat hukum Adat Tolaki dapat melakukan 
pengembangan dan pemanfaatan Warisan Budaya Tolaki Takbenda. 

(2) Pengembangan dan pemanfaatan Warisan Budaya Tolaki Takbenda 
dilakukan antara lain dengan cara : 
a. Penyebarluasan informasi, 
b. Pergelaran budaya, 
c. Pengemasan bahan ajar, 
d. Pengemasan bahan kajian, dan 
e. Pengernbangan wisata budaya. 

Pasal 31 

berperan aktif dan berjasa dalam melakukan perlinclungan warisan 
budaya TolakiTak benda- · ···· 

(4) Pelindungan terhadap Warisan Budaya Tolaki Tak benda diutamakan 
untuk mempertahankan dan menyelamatkan keberadaannya. 

---------------------- 

... ·---. --- 
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··-i· ·- 
i 

(1) Peralatan Budaya Tolaki sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan perlengkapan yang digunakan pada dan menjadi salah 
satu atau sebagai syarat utama atau menjadi perangkat pendukurig 
dalam: · 
a. pelaksanaan acara dan upacara adat Tolaki 
b. · penyelenggaraan kesenian khas Tolaki 

(2) Ornamen/hiasan Khas Tolaki dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari : 
a. Ornamen khas Tolaki pada pakaian adat Tolaki, 
b. Ornamen khas Tolaki ·pada Rumah Adat Tolaki, 
c. Ornamen khas Tolaki pada produk kerajinan tradisional Tolaki, 
d. Ornamen khas Tolaki pada ternpat acara dan upacara adat Tolaki, 

seperti namun tidak terbatas Tabere dan Otenda. 
e. Orn amen khas Tolaki pada rumah tinggal dan/ atau tern pat lain 

yang rrwnr1,1k8n k:=-h:=-r.?.rj.?..?.f1 ~nggnrn rna syara kat hu ku m [!cl8t 
Tolaki:-·· -·~-- 

Paragraf 9 
Pelestarian dan Pengembangan Peralatan Budaya dan Orrrarneri Khas 

Tolaki 

Pasal 36 

Selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 upaya pemberdayaan, 
pelestarian, dan pengembangan kesenian tradisiorial Tolaki dapat 
dilakukan melalui cara-cara antara lain : 
a. Lomba atau festival makanan tradisional khas Tolaki yang 

diselenggarakan secara periodik maupun pada acara-acara tertentu, 
b. Pelatihan, seminar dan lokakarya pengernbangan kreatifitas masakan 

dan makanan tradisional khas Tolaki, 
c. Penyajian makarian tra<lisional · khas Tolaki 'pada acara-acara atau 

ternpat-tempat tertentu, 
d. Kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana apresiasi makanan 

tradisiorial khas Tolaki, 
e. Pengaturan kegiatan sebagaimana pada h u ruf c disesuaikan dengan 

Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah. 

Pasal 35 

dengan ketentuan dan/ atau peraturan kependidikan yang berlaku di 
Daerah: . 

(2) Pengajaran makanan tradisiorial khas- Tolak1-s.ebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam mata pelajaran muatan lokal. 
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a. Laika Mbu'u, yakni rurnah adat 'TolakiTberukuran besar yang 
rnerupakan rurnah induk tracii sionai kha s Tolaki, 

b. Jstana Komali, yakni rumah rumah adat khas Tolaki yang menyerupai 
istana tempat tinggal Mokole di masa lalu. 

------- 

Rumah adat Tolaki dalarn Peraturan Daerah ini terdiri dari : 
Pasal 39 

Paragraf 10 
Pelestarian dan Pengembangan Rumah Adat Tolaki 

Pasal 38 
Selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, upaya pemberdayaan, 
pelestarian, dan pengembangan ornamen khas Tolaki dapat dilakukan 
melalui cara-cara antara lain : 
a. pameran, ekspose atau promosi peralatan budaya dan ornamen khas 

Tolaki yang diselenggarakan secara periodik atau pada acara-acara 
tertentu, 

b. pelatihan, seminar dan lckakarya pelestarian dan pen gem bangan 
peralatan budaya dan ornamen khas Tolaki, 

c. pemajangan dan penayangan peralatan budaya dan orriamen khas 
Tolaki pada tempat-tempat atau acara-acara tertentu, 

d. kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana apresiasi peralatan 
budaya dan ornamen khas Tolaki, 

e. pemberian bantuan sosial urituk anggota masyarakat hu kurn adat 
Tolaki yang dimanfaatkan untuk revitalisasi, pernberdayaan, dan 
peningkatan kualitas keberadaan rnasyarakat hukum adat Tolaki dalam 
rangka pelestarian peralatan budaya dan ornamen khas Tolaki, 

f. pengaturan kegiatan sebagaimana pada huruf d disesuaikan dengan 
Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah. 

g. tata cara pemberian bantuan sosial untuk anggota masyarakat hukum 
adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada huruf e disesuaikan dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

(2) 

--- ,_, . . 
Sebagian atau keseluruhan bentuk peralatan budaya dan ornamen 
khas Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dapat 
diperkenalkan pada sekolah-sekolah menengah yang pelaksanaannya 
disesuaikan dengan ketentuan dan/ atau peraturan keperididikan yang 
berlaku di Daerah ; 
Proses pengenalan materi peralatan budaya dan ornamen khas Tolaki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam mata 
pelajaran muatan lokal. 

( 1) 
- .. ·--··- ..... -~-·· ·- - -· ~- ' . . __ ;., .. ·-· -- --· . 

Pasal 37 

• 
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Pcndapatan dan 
b. Memberikari _h.~!-~~--;:· \.~cir;/ ci tH u irz scr; ! if kcpada P1.:mo11gk .: 

jumlahnya disesuaikan dengan kernarnpuan Anggaran 
Belanja Daerah. 

Pemberdayaan Pemangku adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 
dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah antara lain dengan cara: 
a. Menzuk uhkan keberadaan Pernangku Adat Tolaki rrielalui Surat 

Keputusan yang dikelu arkan o1eh Bupati. 

Pasal 42 

Pemangku adat Tolaki dalam Peraturan Daerah ini adalah : 
a. Puutobu; 
b. Toono Motu'o; 
c. Toleay Pabitara, dan 
d. Posudo. 

Pasal 41 

Bagian Keempat 
Pemberdayaan Pemangku Adat Tolaki 

ii 
:i 

I 

• .!. 

1f! 

iii 
!! 

" , Ii 

!I 
: l · . ii; 

.!f 
.r 

·i 
'I ·r 

' 

(1) Pemerintah Daerah bersarna-sama dengan Lembaga Adat Tclaki atau 
sebutan lain dan anggota masyarakat-hukurn adatTolaki melestarikan 
dan mengembangkan tiruan dari bentuk asli (prototype) rumah adat 
Laika Mbu'ii dan istana Komali sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 

(2) Pelestarian dan pengembangan tiruan dari bentuk asli rumab adat 
Laika Mbu'u dan istana Komali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan dengan cara : 
a. Melakukan seminar, penelitian dan pengembangan desain atau 

model arsitektur klasik rumah adat Laika Mbu'u dan istana Komali. 
b. Membangun tiruan dari bentuk asli (prototype) rumah adat Laika 

Mbu'ii dan/atau Komali masing-rnasing sekurang-kurangnya 1 
(satu) unit yang berlokasi di dalam Daerah. 

c. Mengembangkan kawasan di dalam atau di sekitar lokasi 
pembangunan tiruan dari bentuk asli rumah adat Laika Mbu'u 
dan/ atau Komali sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b 
sebagai kawasan pusat Kebudayaan Tolaki. 

d. Pusat kebudayaan Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
hur uf c dilengkapi derigan prasarana dan sarana pelestarian 
pemberdayaan dan pengembangan Kebudayaan Tolaki, termasuk 
namun tidak terbatas museum kepurbakalaari, padepokan seni, 
ruang promosi budaya, panggung pertunjukan dan ruang serba 
gun a. 

Pasal 40 

• 
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Pasal 44 

Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki diberikan 
dengan tujuan : 
a. Menghargai pengabdian/ dedikasi, perjuangan, penghormatan dan 

penghargaansetiap orang, kelompok, lembaga atau organisasi dalam 
memajukan dan mengangkat harkat dan martabat kebudayaan Tolaki di 
tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, 

b. Menumbuh-kernbangkan prakarsa, kreatifitas dan semangat untuk 
berkarya dan/ atau memperjuangkan kelestarian, kebesaran dan 
kehormata.n adat istiadat dan kebudayaan Tolaki, 

c. Menumbuh-kembangkan sikap dan prilaku keteladanan di kalangan 
masyarakat hukum adat Tolaki pada khususnya dan masyarakat 

Paragraf 1 
Tujuan 

Bagian Kelima 
Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki 

(1) Pelaksanaan pemberdayaan Pernbangku Adat Tolaki sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 42 dilakukan terhadap Pemangku Adat Tolaki yang 
telah dikukuhkan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 
huruf a dan dipandang aktif melaksanakan tugas dan fungsi dan 
tanggungjawabnya masing-masing sebagaimana dikenal dalam tradisi 
hukum adat Kalosara; 

(2) Lembaga Adat Tolaki atau sebutan lain dan/ atau anggota masyarakat 
hulcurn adat Tolaki dapat mengajukan nama-nama calon Pema.ngku Adat 
Tolaki kepada Bupati untuk keperluan pcngukuhan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 42 huruf a. 

Pasal 43 

c. Melaksanakan pelatihan penguata.n kapasitas surnberdaya manusia bagi 
Pemangku Adat Tolaki, 

·.,. ·a:-·Memfasilitasi pembentukan Forum Korriunikasi Pemangku AdatTolaki. ·. · ··-··· 
e. Memberikan/membagikan pakaian resmi adat Tolaki serta kebutuhan 

budaya Tolaki lainnya secara cuma-cuma kepada Pemangku Adat Tolaki 
sesuai dengan kebijakan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

• 

----------·---····--- .--·- -- ,, 
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14i Tarida Kehorrnaran Ad at Tolaki diberikan kepada seseornrni.-keI1mpok 
orang, Jembaga at au organisasi dalarn bentuk : 
a. Medali dan Tanda Kehormatan Mataoleo untuk seorang dan/ a tau 

sekelompok aktifis/penggiat dan pencinta budaya Tolaki yang 

. i 

'i 
. J 

I 
! 

(1) Gelar Adat Tolaki dianugerahkan kepada anggota masyarakat hukurn 
adat Tolaki yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dalam 
bentuk: 
a. Anugerah Gelar Ulu.salano Wonua untuk seorang yang sedang 

menjadi pejabat atau mantan pejabat formal di lingkungan 
pemerintahan negara, provinsi atau daerah yang dianggap memiliki 
kepedulian terhadap Kebudayaan Tolaki dan masyarakat hukum 
adat Tolaki, 

b. Anugerah Gelar Mandarano Wonua untuk seorang tokoh, pemuka 
dan/ atau pemimpin informal orang Tolaki yang memiliki kharisma 
dan ketokohan di dalam masyarakat hu kurn adat Tolaki. 

c. Anugerah Gelar Pasitakano vVonua u nt u k seorang tokoh , pernuka 
dan/atau pemimpin formal maupun informal orang Tolaki yang 
memiliki kepribadian dan keteladanan memegang teguh dan 
menjunjung tinggi harkat dan martabat adat istiadat dan 
kebudayaan Tolaki. 

(2) Penganugerahan Gelar Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda 
Kehormatan Adat Tolaki; 

(3) Tanda Jasa Adat Tolaki diberikan kepada seseorang, kelompok orang, 
lembaga atau organisasi dalam bentuk : 
a. Plakat dan Piagam Tanda Jasa Pandita untuk seseorang, kelompok 

orang, lembaga atau organisasi yang telah berjasa dalam kegiatan 
pengkajian/penelitian, pengembangan dan penyebarluasan ilmu 
pengetahuan dan keterampilan di bidarig sejarah dan kebudayaan 
Tolaki, 

b. Plakat dan Piagam Tanda Jasa Laisapa untuk seseorang, kelompok 
orang, lembaga atau organisasi yang berjasa dalam penemuan 
cagar, kearifan dan/ atau wujud budaya Tolaki tertentu berbentuk 
benda maupun takbenda, dan/ atau berjasa dalam menciptakan 
karya-karya tertentu di bidang kesenian, kepustakaan dan/atau 
khazanah kebudayaan Tolaki tertentu, 

c. Plakat dan Piagam Tanda Jasa Laisara untuk seseorang, kelompok 
orang, lembaga atau organisasi yang berjasa dalam 
mernperjuangkan. menegakkan dan menjaga kelestarian hukum 

Pasal 45 

Paragraf 2 
Bentuk, Nama dan Tata Cara Pemberian Gelar, Tanda Jasa 

dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki 



(1) Dewan Gelar, Tanda .Jasa, dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki 
dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati 
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Pasal-47- --- -- 

Paragraf 3 
Dewan Ge lar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki 

Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan Adat Tolaki dapat 
diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang secara genealogik 
tidak berasal dari komunitas etnik atau masyarakat hukurn adat Tolaki. 

Pasal 46 

berhasil menyelenggarakan peristiwa atau event-event bernuasa 
budaya Tolaki tertentu pada tingkat nasiorial dan internasional. 

b. Medali dan Tanda Kehormatan Tula Mosengga urituk: seorang atau 
sekelompok orang dari maupun bukan dari kalangan masyarakat 
hukurn adat Tolaki yang memiliki keberanian dalam membela 
harkat dan martabat kebudayaan Tolaki dan kepentingan 
masyarakat hukum adat Tolaki. 

c. Medali dan Tanda Kehormatan Anakia untuk seorang atau 
sekelornpok orang yang bukan berasal dari kaJangan masyarakat 
hukum adat Tolaki yang kareria jabatan/kedudukan, sikap dan 
sepak terjangnya dianggap sangat menghormati dan menghargai 
adat istiadat dan kebudayaan Tolaki. 

(5) Waktu pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehorrnatan Adat 
sebagairnana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan berdasarkan 
keputu san Bupati; 

(6) Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1, (3) dan (4) dilaksanakan melalui 
dan di dalam upacara adat Tolaki yang khusu s dilaksariakan untuk 
itu. 

(7) Pengajuan seseorang, kelompok orang. lembaga atau organisasi untuk 
diberikan Gelar, Tanda Jasa dan/ a tau Tanda Kehormatan Adat Tolaki 
dapat diusulkan oleh Perncrintah Daerah, Lembaga Adat Tolaki atau 
sebuatan lain dan/atau warga masyarakat Konawe kepada Dewan 
Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki. 

(8) Dewan Gelar, Tanda Jasa dan tanda KehormatanAdat Tolaki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merieliti, membahas, dan 
memverifikasi u sulan, serta memberikan pertimbangan mengenai 
pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehorrnatan kepada Bupati. 

(9) Pernberian Gelar, Tarida Jasa dan/atau Tancla Kehormatan Adat Tolaki 
diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

r--~----,-----------,---,------,---~-- ------------ - ..... ···-·-· 
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Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan 
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki dibebankan pada 
,-\ng~8rnn Peridapatan dan Belanja Daerah (.A.PBDl Kabu par en Knn awe. 

Pasal 49 

(1) Togas dan kewajiban Dewan Gelar, Tanda .Jasa, dan Tanda 
Kehormatan adalah meneliti, membahas dan memverifikasi usulan, 
serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian atau 
pencabutan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki, 

(2) Dahm melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Gelar, Tanda 
Jasa dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
dibantu oleh SKPD terkait. 

·i 
:1 

I 
i 

Pasal 48 

dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Adat 
Tolaki; 

(2) Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Unaaha sebagai 
tempat kedudukan pusat kebudayaan Tolaki dan sebagai tempat 
kedudukan ibukota Kabupaten Koriawe; 

(3) Personil Dewan Gelar, Tarida Jasa, dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki 
terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota yang berasal dari unsur dan 
dengan posisi masing-masing sebagai berikut : 
a. Unsur Kepala SKPD terkait selaku Ketua merangkap Anggota 
b. Unsur Lembaga Adat Tolaki atau sebutan lain tingkat 

Pusat/Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang 
c. Un sur Lembaga Adat Tolaki atau sebutan lain tingkat Daerah 

sebanyak 3 (tiga) orang, 
d. Budayawan Tolaki sebanyak 2 (dua) orang, 
e. Sejarawan Tolaki sebanyak 2 (dua) orang. 

(4) Pengangkatan Dewan Gelar, Tanda .Jasa, dan Tanda Kehormatan adat 
Tolaki sebagaimana dimaksud ayat ( 1 J ditetapkan oleh Bu pa ti. 

(5) Personil Dewan Gelar, Tanda .Jasa, dan Tanda Kehorrnatan 
sehagaimana dimaksud pada avat ( 1) dapat sewaktu-waktu 
diberhentikan oleh Bupati. 

(6) Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Adat Tolaki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 3 (tiga) 
tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa 
jabatan. 



i 

-I 

J 
l ;.I (29) 

(1) Komunitas-komunitas budaya di Daerah ikut serta dalam upaya 
pelestarian, pernberdayaan dan pengembangan unsur-unsur 
kebudayaan daerah masing-masing; 

(2) Keikutsertaan komunitas-komunitas budaya dalam upaya-upaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diu tarriakan pada kegiatan: 
a. Peningkatan kegiatan kebudayaan daerah masing-masing; 
b. Sosialisasi dan publikasi nilai-nilai kebudayaan daerah masing 

masmg; 
c. Dialog kebudayaan dan kerukunan sosial antar sesama dan antar 

komuriitas-komunitas budaya dengan masyarakat hukurn adat 
Tolaki di Daerah. 

·Pasal 51 

Bagian Kesatu 
Peran Serta Masyarakat 

BAB IV 
PELEST ARIAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBUDAY AAN 

DAERAH PADA KOMUNITAS-KOMUNITAS BUDAYA 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dalam bentuk sejumlah 
uang atau bentuk lainnya kepada seseorang, kelompok orang, lembaga 
atau organisasi yang telah menerima Tanda Jasa Adat Tolaki dari 
Bupati; 

(2) Besaran bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) 
ditentukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan Daerah; 

(3) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1). bersurnber 
dari dan disesuaikan dengan kemarn puan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

(4) Bantuan dalam bentuk sejumlah uang atau bentuk lainnya untuk 
penerima Tanda Jasa Adat Tolaki dapat diberikan kepada keluarga atau 
ahli waris yang sah dari clan bila penerima Tanda .Jasa Adat Tolaki 
tersebut tclah meninggal dunia. 

Pasal 50 

Paragraf 4 
Bantuan Pemerintah Daerah dan Sumber Dana 
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• 1 
!; 

a. bahasa daerah; 
b. pakaian adat; 

Pele starian, pemberdayaan dan pengern bct11::,a.u Kebu dayaan Daer ah pada 
r.:: -: : : =.i'i~ i to s-Ki.)iTI u ni t,·: ~ 8\.i dn \"ci t1 i L:: ~: :_; ~:.~:: ~ I ·t }:("!<~ :'! i-'- : 

Pasal 53 

Paragraf 1 
Umnm 

Bagian Ketiga 
Pelestarian, Pernberdayaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah 

pada Komunitas-Komunitas Budaya 

. . masmg-masmg ; 
d. pemeliharaan seluruh aspek kebudayaan dalam upaya melestarikan 

kebudayaan Daerah pada kornunitas-komunitas budaya sebagai 
urisu r kekayaan bu daya daerah yang merupakan salah satu sumber 
pengembangan kebudayaan nasional, 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), Pemerintah Daerah melibatkan potensi peranserta 
komunitas-kornunitas budaya yang ter hirnpun dalam organisasi 
kemasyarakatan dan/atau lembaga adat masing-masing komunitas 
bud a ya. 

Pasal 52 
( 1) Pele starian, pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan daerah 

yang dianut oleh komunitas budaya di Daerah menjadi tugas 
Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh SKPD 
terkait. 

(2) Pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui : 
a. pengaturan penggunaan seluruh aspek Kebudayaan Daerah pada 

komunitas-komunitas budaya bagi kepentingan Pembangunan 
Daerah, 

b. penetapan berbagai kebijakan atau langkah-langkah teknis yang 
sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan 
upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Kebudayaan 
Daerah pada komunitas-komunitas budaya, 

c. pengembarigan scluruh a spck Kebudayaan Dacrah pada komunitas 
komunitas budaya serta membina komunitas budaya agar marnpu 
dan berkerian memahami serta mengapresiasi kebuclayaan Daerah 

Bagian Kedua 
Tugas Pemerintah Daerah 



[31] 
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(2) Pakaian Adat pada kornunitas-komunitas budaya sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari : 
a. pakaian adat perkawinan; 

·( I'] Pakaian Adat pada komuriitas-komunitas bu daya merupakan unsur 

Pasal 55 

Paragraf 3 
Pelestarian Pakaian Adat pada Komunitas-Komunitas Budaya 

Pasal 54 

. (l) Bahasa Daerah pada komunitas-komunitas budaya merupakan unsur 
kekayaan budaya bangsa wajib dilestarikan dan dikembangkan _: 

(2) Pelest arian dan perigcmbangan Bahasa Daer ah pada kornunitas 
komunitas budaya dilakukan melalui cara-cara narnun tidak terbatas : 
a. pengguriaan Bahasa Daerah oleh komunitas-komunitas budaya 

pada berbagai acara dan/atau upacara adat, serta pada kegiatan 
sosial lainnya di tempat tertutup maupun terbuka yang tidak 
mengganggu ketertiban um urn, kecuali pada acara-acara dan/ a tau 
upacara kenegaraan, kebangsaan, pemerintahan dan ruang sosial 
lainnya yang mengharu skan penggunaan bahasa Indonesia. 

b. penggunaan Bahasa Daerah oleh komunitas-komunitas budaya 
pada dan/atau sebagai narna bangunan/gedung milik masing 
masing komunitas, nama jalan/penunjuk jalan, materi iklan layanan 
masyarakat, nama kompleks permukiman yang dihuni oleh sebagian 
besar kornunitas budaya tertentu, materi pada papan 
namalembaga/ organisasi sosial milik komunitas budaya masing 
masing dan lain-lain yang dipandang layak dan patut untuk itu, 
kecuali untuk rnerek dagang, nama kantor pemerintah/pemerintah 
daerah, nama lembaga asing dan ternpat ibadah; 

Paragraf 2 
Pelestarian Bahasa Daerah pada Komunitas-Komunitas Budaya 

c. kesenian tradisional, meliputi seni tari, seni su ara, seni musik, sem 
kerajinan dan tata rias pengantin tradisional pada masing-masing 
kornunitas budaya; 

d. hukum adat pada masing-masing komunitas budaya; 
e. ornamen dan rumah adat pada masing-masing komunitas budaya; 
f. warisan Budaya TakBenda milik komunitas-komunitas budaya, meliputi 

sastra dan tradisi ekspresi lisan khas, ritual adat, perayaan-perayaan 
adat, pengetahuan atau kearifan lokal mengenai alam semesta 
serta/atau permainan khas komunitas-komunitas budaya. 
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Sebagian atau keseluruhan bentuk keseriian tradisional pada masing 
masing komunitas budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 wajib 

Pasal 57 

Kesenian tradisional milik komunitas-komunitas budaya terdiri atas: 
a. seni tari khas daerah masing-rnasing komunitas budaya, 
b. seni suara khas daerah masing-rnasing komunitas budaya, 
c. seni musik tradisional masing-masing komunitas budaya, 
d. seni kerajinan khas daerah masing-masing komunitas budaya, dan 
e. tata rias pengantin khas daerah masing-masing komunitas budaya. 

Pasal 56 

Paragraf 4 
Pelestarian Kesenian Tradisional pada Komunitas-Komunitas Budaya 

b. pakaian adat resmi; 
c. pakaian lain yang bermotif khas adat komunitas budaya lain. 

(3) Pakaian adat perkawinan sebagaimana dirriaksud pada ayat (2) huruf 
a digunakan oleh calon pengantin atau pengantin laki-Iaki dan 
perempuan dari komunitas-komunitas budaya maupun dari 
masyarakat hukum adat Tolaki pad a rangkaian acara dan/ atau 
upacara adat perkawinan masing-masing; 

(4) Pakaian adat resmi digunakan oleh tokoh, pemuka dan/atau 
pemangku adat masing-masing komunitas budaya dan/atau 
dan/atau pada acara dan upacara lainnya yang bernuansa adat, 
termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan acara 
kelernbagaan adat dan/atau pada acara dan u pacara perayaan dan 
ritual adat pada masing-masing komunitas budaya; 

(5) Pakaian adat resrni dapat digunakan oleh tokoh, pemuka dan 
pemangku adat dari komunitas-komunitas budaya da/atau oleh 
masyarakat hukum adat Tolaki sepanjang dimaksudkan untuk 
menghormati dan menunjukkan nilai torelansi berbudaya kepada 
kornunitas-komu nitas budaya yang berda dan kepada masyarakat 
hukum ad at Tolaki: 

(6) Pakaian Jain yang bermotif khas adat digunakan oleh komunitas 
budaya masing-masing pada umurnnya dan dapat digunakan oleh 
komunitas budaya lain dan oleh masyarakat hu kurn adat Tolaki 
dalam berbagai kesempatan yang diperbolehkan menurut peraturan 
perundang-undangan; 

(7) Penggunaan motif khas adat milik kornunitas-komunitas budaya 
pada pakaian lain dilakukan pada jenis, bentuk atau model pakaian 
yang lazim digunakan sesuai dengan riilai-riilai estetika, tr adisi dan 
norma-norma sosial bangsa Indonesia. 

;- 
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yang tidak terpisahkan dari Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan 
Daerah scbagauuana dimak sud daictm Peratur an Daer an mi. 

(1) Pemerintah Dacrah berkewajiban menjamin Pelestarian Warisan Budaya 
Takbenda pada komunitas-komunitas budaya melalui program 
peningkatan kesadaran Pelestarian ; 

(2) Pemerintah Daerah mempunyai rencana aksi dalam melestarikan 
Warisan Budaya pada komunitas-komunitas budaya ;. 

Pasal 60 

Tak Benda pada komunitas-komunitas 
cara perlindungan, pen gem bangan dan 

budaya 
dengan 

Pelestarian warisan 
budaya dilakukan 
pemanfaatan 

Pasal 59 

Paragraf 6 
Pelestarian Warisan Budaya TakBenda pada 

Komunitas-Komunitas Budaya 

Selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, upaya pernberdayaan, 
pelestarian, dan pengembangan kesenian tradisional pada masing-masing 
komunitas budaya dapat dilakukan melalui cara-cara antara lain : 
a. Pelatihan, seminar dan lokakarya kesenian tradisional khas milik 

komunitas-komunitas budaya, 
b. Kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana apresiasi seru 

tradisional khas daerah milik komunitas-komunitas budaya, 
c. Pemberian bantuan sosial untuk komunitas-komunitas budaya yang 

dimanfaatkan untuk revitalisasi, pemberdayaan, dan peningkatan 
kualitas keberadaan komunitas-komunitas budaya dimaksud dalam 
rangka pelestarian kesenian tradisional, 

d. Pengaruran kegiatan sebagaimana pada huruf c disesuaikan dengan 
Rencana Induk Pelestarian Kebu dayaan Daer ah. 

e. Tata cara pemberian bantuan sosial untuk komunitas-komunitas 
budaya sebagaimana dimaksud pada huruf d clisesuaikan dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 58 

dilestarikan oleh komunitas bud a ya yang bersangku tan dan oleh 
Pemerintah Daerah. 

.. 
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(1) Pendaftaran Warisan Budaya TakBenda pada kornunitas-komunitas 
budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) diajukan kepada 
SKPD terkait 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara mengisi formulir pendaftaran Budaya TakBenda 

(3) Pendaftaran Warisan Budaya TakBenda sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) diteruskan oleh SKPD terkait kepada Direktorat INDB untuk 
maksud pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. 

Pasal 63 

(1) Anggota kornunitas-komunitas budaya dapat melakukan 
pengembangan clan pemanfaatan Warisan Budaya Takbencla. 

(2) Pengembangan clan pemanfaatan Warisan Budaya Takbenda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Jain dengan 
cara : 
a. Penyebarluasan informasi, 
b. Pergelaran budaya, 
c. Pengembangan wisata budaya. 

Pasal 62 

(1) Anggota komunitas-komunitas budaya -- 'berperan aktif dalam 
melakukan pelindungan warisan budaya TakBenda melalui 
Pendaftaran. 

(2) Pelindungan sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Daerah dan komunitas-komunitas budaya; 

(3) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan dengan cara: 
a. mendorong partisipasi untuk Pelestarian Warisan Budaya Takbenda 

pada komunitas-komunitas budaya; 
b. membantu fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan dan 

bimbingan teknis dalam Pelestarian Warisan Budaya Takbenda 
pada komunitas-komunitas budaya; 

(4) Pelindungan terhaclap Warisan Budaya Takbenda pada komunitas 
komunitgas budaya cliutamakan untuk mempertahankan dan 
menyelamat.kan keberadaarinya. 

Pasal 61 
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(1) Sistem Peradilan adat Tolaki tidak berkedudukan sebagai bagian dari 
sistem peradilan umum/negara, melainkan berkeduclukan sebagai 
bagian dari pranata kelem bagaan hukurn adat Kalosara ; 

(2) Hukum Adat Kalosara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sistem ni!ai. norma-norma dan adat istiadat yang hidup dan 
ber kern bang, send ci ian u i. oich d a n ber iak u pacia cian di ciaiarn si s tern 
ke sat u an h id u p ma svarakat h u ku m adat Tolaki di Daerah. 

(3J Si st.em Per ad ila n ad at Tolaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Pengadilan Adat Tolaki. 

Pasal 66 

Paragraf 1 
Kedudukan Peradilan Adat Tolaki 

Bagian Kedua 
Kedudukan dan Tempat Kedudukan 

(1) Pemerintah Daerah bersama dcngan Lembaga Adat Tolaki atau sebutan 
lain membentuk sistem peradilan adat Tolaki ; 

(2) Pembentukan sistem peradilan adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat 
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pasal 65 

Bagian Kesatu 
Um um 

BABV 
PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM PERADILAN 

ADAT TOLAKI 

. . masmg-masmg. 

(1) Rumah adat yang bercirikan khas komunitas-komunitas budaya di 
Daerah keberadaannya harus dipelihara dan dikembangkan ; 

(2) Pemerintah Daerah bersarna-sama dengan lembagaadat atau sebutan 
lain pada komunitas-komunitas budaya dapat mendirikan rumah adat 

Pasal 64 

Paragraf 7 
Pelestarian Rumah Adat 
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Pengadilan Adat Tola.ki berfungsi : 
a. sebagai wadah penyelesaian perselisihan alternatif di luar pengadilan 

negara atas perkara penerapan hukum adat Tolaki sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), 

b. sebagai wadah perlindungan hak-hak asli masyarakat hukum adat 
'T'~ 1 ~ 1,; ,.:J; r-,., ~-~ t; 
l VlCl..l"\..J. UJ J...Ja..\,....lGlJJ 

Pasal 69 

Paragraf 2 
Fungsi 

Pengadilan Adat Tolaki bertugas menerima dan mengurus perkara 
perselisihan hukum adat Tolaki dan perkara perdata adat Tolaki. 

Pasal 68 

Paragraf 1 
Tu gas 

Bagian Ketiga 
Tugas, Fungsi dan Wewenang Pengadilan Adat Tolaki 

Pasal 67 
(I) Pengadilan Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pad a Pasal 66 ayat (3) 

disusun atas : 
a. Pengadilan Adat Tolaki Tingkat Tinggi, disebut dengan Pengadilan 

Adat Wonua, 
b. Pengadilan Adat Tolaki Tingkat Pertama, disebut dengan 

Pengadilan Adat Otobu. 
(2) Pengadilan Adat Wonua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berkedudukan di Unaaha sebagai tempat kedudukan Kantor 
Pengadilan Adat Wonua. 

(3) Pengadilan Adat Oto bu sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf b 
berkedudukan di ibukota Kecamatan dalam Daerah, masing-rnasing 
sebagai tempat kedudukan Kantor Pengadilan Adat Otobu. 

Paragraf 2 
Su su na n dan Tempat Kedudukan Pengadilan Adat Tolaki 

.. 
n------:---------,-~--------------- 
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! 1 i Penaadilan Adar Tolaki disu sun secara bertingkat dimana : 
a. Pengadilan Adai Otobu merupakan Pengadilan Adat Tolaki tingkat 

pertama yang bertugas dan berwenang mengadili perkara 
perselisihan atas penerapan hukum adat Tolaki pada tingkat 

Pasal 71 

Paragraf 1 
Susunan 

Bagian Keempat 
Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Pcngadilan Adat Tolaki 

(1) Pengadilan Adat Tolaki berwenang mengadili perkara perselisihan atas 
penerapan hukum adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 
ayat (2) diantara sesama warga masyarakat hukum adat Tolaki; 

(2) Pengadilan Adat Tolaki dapat menerima, mengurus dan mengadili 
. perkara perselisihan hukum adat Tolaki yang terjadi antara 
masyarakat hukurn adat Tolaki dengan komunitas-komunitas budaya 
jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang berselisih atau 
bersengketa; 

(3) Perkara perselisihan atas penerapan hukum adat Tolaki yang tidak 
bisa diselesaikan melalui kewenangan Pengadilan Adat Tolaki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan melalui 
mekanisme peradilan urnum pada Pengadilan Negeri di Daerah; 

(4) Dalam hal salah satu pih ak yang bersengketa atau yang berselisih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan keberatan atas 
putusan yang cliambil oleh Pengadilan Aclat Tolaki yang memeriksanya, 
maka pihak yang menyatakan keberatan tersebut dapat mengajukan 
gugatan kepada Pengadilan Negeri di Daerah; 

(S) Untuk membebaskan pelaku pelanggaran perdata adat dari tuntutan 
perdata rnenurut ketentuan hukum perdata yang berlaku, diperlukan 
pernyataan persetujuan urituk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan 
Negeri di Daerah; 

(6) Dalam hal perrnirrtaari pernyataan per setujuan untuk dilaksanakan 
bagi keputusan Pengadilan Adat Tolaki ditolak oleh Pengadilan Negeri 
di Daerah, maka Pengadilan Negeri di Daerah dapat merigadili perkara 
dimaksud, dimana dalarn hal ini keputusan Pengadilan Adat Tolaki 
dapat dijadikan bahan pertimbangan dalarn memutuskan perkara yang 
diajukan. 

Pasal 70 

Paragraf 3 
Kewenangan 
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·~-------_J 

l i} i'cngcirni;,;n .---'.udi. Toiaki d aiam __ perigur u san perkar a ada .. , c apa .. 

meminta du ku n aan teknis dan finansial dari Pernerintah Daerah: 
I.di Pernberian dukugan teknis dan finansial dari Pemerintah Derah 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 73 

Paragraf 1 
Kerjasama, Dukungan Pemerintah dan Lembaga Lainnya 

Bagian Kelima 
Hubungan Pengadilan Adat Tolaki dengan Pemerintah dan 

Lembaga Penegak Hukum 

Ketentuan tentang organisasi dan tata kerja pengadilan adat Tolaki diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 72 

Paragraf 2 
Organisasi dan Tata Cara Ke rja 

per tam a, 
b. Pengadilan Adat Wonua/Kotu Bitara merupakan Pengadilan Adat 

Tolaki tingkat terakhir yang bertugas dan berwenang mengadili 
perkara perselisihan atas penerapan hukum adat Tolaki pada 
tingkat terakhir. 

(2) Penyelenggaraan Peradilan Adat Tolaki pada: 
a. Tingkat Pengadilan Adat Otobu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a diurus oleh Hakim Adat Otobu, 
b. Tingkat Pengadilan Adat Wonua sebagaimana dirnaksud pada ayat 

(1) huruf b diurus oleh Hakim Adat Wonua. 
(3) Dalam hal tidak ada pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan 

Adat Otobu, maka putusan Pengadilan Adat Otobu dinyatakan incrach 
secara adat dan karenanya bersifat mengikat dan wajib dipatuhi pihak 
pihak yang bersengketa/berselisih; 

(4) Pihak bersengketa yang keberatan atas putusan Pengadilart Adat 
Otobu dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya pada Pengadiian 
Adat Worrua; 

(5) Putu san Hakim Adat pada Pengadilan Adat Wonua bersifat final dan 
mengikat pihak-pihak yang bersengketa, kecuali putusan Hakim Adat 
Woriua tersebut dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan 
Pengadilan Umurn. 
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Pengadilan Adat Tolaki tidak berweriang : 
a. menjatuhkan pidana penjara dan kurungan; 
b. menerima dan mengurus perkara perdata dan perkara pidana yang 

salah satu pihak yang bersengketa atau pelaku pidaria bukan warga 
masyarakat hukurn adat Tolaki di Daerah, kecuali tunduk pada 
kctcnt ua n ~a.sai 8 ayat (2). 

Pasal 76 

Paragraf 1 
Larangan 

Bagian Keenam 
Larangan dan Sanksi 

(l} Pengadilan Adat Tolaki da1am pengurusan per kara adat, dapat 
bckerja sarn a dengan Pengadi1an Negeri Uriaaha; 

(2) Pengadilan adat Tolaki dalam pengurusan perkara pidana adat, dapat 
bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Unaaha; 

(3) Pengadilan Negeri Unaaha dan Kejaksaan Negeri Unaaha dapat 
memberikan dukungan teknis bagi penyelenggaraan Peradilan Adat . 
Tolaki di Daerah; 

.Pasal 75 

Paragraf 3 
Kerjasama dengan Kejaksaan dan 

Pengadilan 

(1) Pengadilan Adat Tolaki dalam pengurusan perkara adat, dapat 
bekerjasama dengan Kepolisian Resort Konawe; 

(2) Kepolisian Resot Konawe dapat memberikan dukungan teknis bagi 
penyelenggaraan Peradilan Adat To1aki di Daerah. 

Pasal 74 

Paragraf 2 
Kerjasama dengan Kepolisian 

r--::f:------------,-----,----,,,------------ - ---··· 
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(1) Perlindungan terhadap Kebudayaan Tolaki dilakukan melalui 
pendidikan, penelitian, pengembangan, pernbinaan dan kodifikasi; 

(2) Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa 
penyusunan tata bahasa, tata aksara, kamus, rekaman audio, atau 
bentuk lain yang sejenis; 

(3) Penerbitan ha sil kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; 

(4) Setelah diusulkan atau tidak diusulkan oleh Lembaga Adat Tolaki atau 
sebutan lain, maka Pemerintah Daerah harus mendaftarkan hak cipta 
karya seni, karya sastra, kerajinan maupun karya berciri khas Tolaki 
iainnva: 

(5.) Sa tu an Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya 
·-----------~--;~:~::~i: · .. > .. ·.:.:S,c:..:; !,:-:.."'lb~id-a\:aan Daer ah, bertanggurig jawab dalarn 

pelaksanaan pendaftaran hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4). 

Bagfan Kesatu 
Perlindungan Kebudayaan Tolaki 

Pasal 78 

BAB VI 
PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN DAERAH 

(1) Sanksi dalam Pengadilan Adat Tolaki terdiri dari : 
a. denda adat dengan memperhatikan asas kepatutan dan 

kewajaran sesuai dengan ketentuan hukum adat Kalosara yang 
berlaku dalam masyarakat hukum adat Tolaki, 

b. melaksanakan upacara pemulihan adat dengan memperhatikan 
asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan hu kurn 
adat Kalosara yang berlaku dalam masyar akat hukum adat 
Tol aki , 

(2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikenakan secara sendiri-sendiri atau sekaligus; 

(3) Sanksi adat tidak menghapuspidana apabila para pihak tidak 
menenma; 

(4) Untuk membebaskan pelaku pidaria dari tuntutan pidana menurut 
ketentuan hukum pidana, diperlukan pernyataan persetujuan dari 
Ketua Pcngadilan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang 
bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana. 

Pasal 77 

Paragraf 2 
Sanksi 
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kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan 
kondisi Daerah dan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 81 

( 1) Lingku p kegiatan yang diatur dalam Rencana Induk Pelestarian 
Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 
kegiatan perlindungan, pengembangan dan perrianfaatan kebudayaan 
daerah ; 

(2) Kegiatan perlindurigan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan: 
a. nilai agama, 
b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat, 
c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya daerah yang 

dipertahankan oleh masyarakat, 
d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan 

kelompok dalam masyarakat, 
e. jatidiri masyarakat Konawe, 
f. kemanfaatan bagi masyarakat, dan 
g. Perat uran Perundang-undangan. 

f3'. Bt·:1tt1k kegiatan · fjef!Ti1.Cll1-ri"gan. pengembangan dan pemanfaat an 

(1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelestarian 
Kebudayaan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 

(2) Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 
a. Visi dan misi Pelestarian Kebudayaan Daerah di Kabupaten 

Konawe; 
b. Strategi dan Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah di 

Kabupaten Koriawe; 
c. Program Aksi dan Rencana Kegiatan Pelestarian Kebudayaan 

Daerah di Kabupaten Konawe. 

Pasal 80 

BAB VI 
RENCANA INDUK PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH 

Perlindurigan terhadap Kebudayan Tolaki sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 78 dapat diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap 
kebudayaan daerah lainnya di Daerah 

Pasal 79 

Bagian Kedua 
Perlindungan Kebudayaan Daerah Lainnya 

..,.., 
~m. 
T 
l ·, 

. -.--. -----·· 
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(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah mi, ketentuan yang terkait 
dengan dan/ a tau mengatur ten tang Pelestarian, Pemberdayaan 
dan/ atau Pengembangan Kebudayaan Tolaki, sepanjang tidak 
bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan 
Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku. 

1 )! SPri::ip nr.::ing rl8n hitR1-1 badan hukurn yang );p,rj::,,~r-k=ln PPrnrnr:=!n 
Daerah ini diwajibkan melaksanakan .ketentuan-yang ditetapkan dalarn 
}\::;-.::..Lura.n Dacrah ini, wajib menycsu aikan selambat-Iam oatnya ..:: tG"u .. iJ 
tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku. 

Pasal 85 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Per aturan Daerah mi 
dibebankan pada dan/atau bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe; dan 
b. Surnber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

(2) Pengaturan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 84 

BAB VIII 
PEMBIAY AAN 

( 1) Pem binaan dan pengawasan atas pelaksariaan Pera tu ran Daerah ini 
dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan dengan memperhatikan dan/atau berpedoman kepada 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 83 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Rericana Iriduk-Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 80 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 82 

• 
r;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:===============-------~------··- - 
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NOMOR REGISTRASI PROVINS! SULAWESI TENGGARA KA.BUPATEN 
KONAWE NOMOR 24 TAHUN 2015 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 159 

H. RIDWAN. L 

NAWE 

Diundangkan di Unaaha 
Pada tanggal 21 Desember 2015 

KERY SAIFUL KONGGOASA 

BUPA-IJ KONAWE 

~~ 

Ditetapkan di Unaaha 
Pada Tanggal 21 Desember 2015 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Konawe. 

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 87 

Pasal 86 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

• 
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BADARUDIN, SH.,M.Si 
Nip.19670712 199803 1 013 

ttd 

Disahkan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIA~ HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE 

.. ;;;;;;;;;;;;~~;;;;;:::::::::::::=========~---------·· 



_ _J 

[45] 

berpegang teguh pada adat istiadat masing-masing. 
Dalam beragam kom pleks prilaku dan pola 111 reraksi · sosial 

antara komunitas-komunitas budaya lokal di atas, faktor sistem nilai 
sosial budaya masing-masing menunjukkan pengaruh yang cukup 

dimana masingrnasing komunitas budaya (kelcrnpck etnik) tetap 

Dalam konteks daerah di Kabupaten Koriawe, urgerisi dan nilai 
strategis pengaturan tentang pelestarian, pemberdayaan dan 
pengembangan kebudayaan daerah, sebagaimana dikemukakan di 
atas. terutama dapat dijurnpai pada realitas determinasi (ketcrikatan 
dan keterpengaruhan) komunitas masyarakat Konawe yang begitu 
kuat pada sistern nilai sosial budaya lokal yang dirnilikinya. Derigan 
kata lain, prilaku dan kompleks interaksi sosial masyarakat di 
Kabupaten Koriawe merniliki keterikatan dan keterpengaruhan yang 
sangat besar terhadap sistem nilai budaya, norma-norma dan adat 
istiadat, sistem hukum serta sistem aturan khu sus trandisional yang 
dianutnya. 

Secara etnografis, rnasyarakat Kabupaten Konawe dihuni oleh 
komunitas-kornunitas budaya lokal yang didominasi oleh komunitas 
masyarakat hukurn adat Tolaki selaku pemilik claim rariah budaya 
( cultural domain) atas keseluruhan wilayah hukum adat di daerah ini. 
Selain masyarakat hukum adat Tolaki, di daerah ini juga terdapat 
komunitas-komunitas budaya Bugis Makassar, Jauia dan Sunda, Bali, 
Toraja, Lombok dan kominitas budaya dari kelompok etnik lainnya. 
Masyarakat hukum adat Tolaki dan seluruh komunitas budaya lokal 
yang menghuni wilayah administratif Kabupaten Konawe selama ini 
menunjukkan tata kehidupan yang rukun, damai dan harmonis 

I. PENJELASAN UMUM 

PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN 
KEBUDAYAAN DAERAH 

TENT ANG 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE 
NOMOR: 26 TAHUN 2015 

--- --- - ---- 
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Pemerintahan Jokowi - Jusuf --Kalla. se bagaimana tertera pada 
Lampiran Peraturan Presiden Rl Nornor 2 Tah un .2Ul5 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menyebutkan 

oleh nasicnal pem bangunan dengan 

kuat, baik dalarn konteks relasi sistem sosial sehari-hari, rriaupun 
dalam koriteks relasi antara komunitas lokal itu sendiri dengan 
pemerintah/ pemerintah daerah. Pada konteks relasi dengan 
kompleksitas pembangunan dacrah, pembangunan kemasyarakatan 
dan pelayanan publik, prilaku dan po1a interaksi sosial dari 
komunitas-kornunitas lokal tersebut juga sangat terikat dan 
dipengaruhi oleh sistem nilai sosial budaya masing-masing. Demikian 
pula dalam konteks hubungan dengan lingkungan alam di sekitarnya, 
model prilaku dan pola interaksi sosial yang ditunjukkan oleh 
komunitas-komunitas budaya lokal tersebut sangat dipengaruhi oleh 
adat istiadat, norma-norma dan kebiasaan yang dianut secara turun 
temurun. 

Realitas sosial-budaya di atas memunculkan asumsi bahwa 
pengelolaan tata pemerintahan dan pembangunan daerah di 
Kabupaten Koriawe dapat berjalan dengan baik dan lancar bila 
kornunitas-komunitas budaya lokal tersebut berpartisipasi secara aktif 
di dalamnya. Partisipasi tersebut bisa lahir, hidup dan mencapai taraf 
optimal bila nilai-nilai sosial budaya dari komunitas-komunitas budaya 
lokal itu sendiri diberikan apresiasi, dan bahkan dilestarikan, 
diberdayakan dan dikernbangkan. 

Selain untuk kepentingan dukungan sosial terhadap tata kelola 
pernerintahan dan pembangunan daerah, upaya melestarikan, 
memberdayakan dan mengembangkan unsur-unsur kebudayaan lokal 
milik komunitas-kornunitas budaya tersebut juga dapat diarahkan 
pada u pay a penguatan ke budayaan nasional dalam rangka 
meningkatkan ketahanan nasional. Hal ini dipandang memiliki 
konstatasi pemikiran yang logis mengingat kebudayaan daerah 
merupakan salah satu unsur dan bahkan sumber kebudayaan 
nasional. 

Urgensi dan nilai strategis pengaturan tentang upaya pelestarian, 
pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan daerah sangat selaras 
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dicapai mengalami kernajuan. cagar budaya sebagai warisan budaya 
yang tersebar di seluruh pelosok tanah air belum sepcnu hnya dikelola 
secara berkualitas. Hal tersebut disebabkan antara lain: (i) belum 
tersedianya basis data tentang warisan budaya bendawi dan non 

Lcbih lanjut dikerriukakan bahwa meskipun hasil-hasil yang 

bahwa sasaran pokok pembangunan bidang kebudayaan pada kurun 
waktu tahun 2015 - 2019 adalah : 
1. Terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan 

berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan 
peradaban luhur di tengah pergaulan global, ditandai oleh: 

2. 1\/leningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan 
keragaman budaya yang mencakup adat, tradisi, kepercayaan serta 
nilai-nilai positif sejarah bangsa untuk mendukung terwujudnya 
karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya yang 

tangguh; 
3. Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas 

karya budaya; 
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan dalam upaya pelindungan, 

pengernbangan dan pemanfaatan warisan budaya: 
5. Meningkatnya kerjasama dan pertukaran informasi budaya 

antardaeah serta antara Indonesia dan mancanegara; dan 
6. Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan 

dalam mendukung _upaya pelindungan, pengem bangan, dan 
pernanfaatan kebudayaan. 

Sasaran pokok pembangunan bidang kebudayaan sebagaimana 
diketengahkan di atas berpijak pada arah dan strategi pem bangunan 
nasional di bidang kebudayaan. Dalam dokurnen RPJMN tahun 2015 - 
2019 antara lain disebutkan bahwa warisan budaya beridawi (tangible) 
dan bukan bendawi (intangible) merupakan bagian integral dari 
kebudayaan secara menyeluruh. Warisan budaya mengandung nilai 
nilai inspiratif yang mencerminkan tingginya nilai budaya dan 
pcradaban bangsa yang menjadi kebanggaan riasiorial. Untuk itu 
pemahaman nilai positif sejarah serta pelindungan, pengembangan, 
pemanfaatan dan aktualisasi nilai dan tradisi warisan budaya terus 
dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka memperkaya dan 
memperkukuh khasanah budaya bangsa. 
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1Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

kemasyarakatan mer upakan upaya yang perlu dilakukan. Oleh karena 
itu , pengembangan dan pem binaan kebudayaan na sional diarahkan 
untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa melalui: (l} 

Revitalisasi dan reaktualisa si rrilai budaya serta pranata sosial 

bendawi; (ii) belum tertatanya sistem registrasi nasional yang terpaclu 
dan tersistem; (iii) terbatasnya upaya penggalian dan pemanfaatan 
nilai-nilai yang terkandung dalam--. warisan 'budaya, (iv) belum 
ditetapkannya peraturan perundangan sebagai turunan UU No. 
11/2010 Tentang Cagar Budaya; dan (v) kurangnya apresiasi, 
pemahaman, komitmen, dan kesadaran tentang arti penting warisan 
budaya seperti situs, candi, istana, monumen dan ternpat bersejarah 
lainnya yang memiliki kandungan nilai luhur sebagai saran a edu kasi 
dan rekreasi yang dapat rnenginspirasi berkembangnya budaya kreatif 
yang memiliki nilai ekonorni berkelanjutan (Data Susenas tahun 2012 
menunjukkan perkiraan jumlah penduduk 5 tahun ke atas yang 
mengunjungi museum/ situs).1 

Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan bidang 
kebudayaan di atas didasarkan pada visi Indonesia rriasa depan di 
bidang kebudayaan yang antara lain menjelaskan bahwa kebudayaan 
merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan antara 
suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Identitas budaya merupakan 
suatu perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan 
antara rnanu sia dan Tuhan, antar- sesama manusia, serta antara 
manusia dan alam semesta. Hubungan mi, terus mengalami 
perubahan tata nilai akibat adanya interaksi antarbudaya dan bangsa 
Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan 
bidang kebudayaan ini. 

Pembangunan karakter bangsa membutuhkan kerja keras yang 
persisten dan konsisten agar dapat mengatasi semua persoalan yang 
timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Sinergi segenap komponen bangsa dalam melanjutkan pembangunan 
karakter bangsa terus diperkuat dalam rangka mewujudkan bangsa 
yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa 
Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional yang dimiliki, 
seperti nilai budaya dan bahasa. 
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup Jelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukup jcia s - - ·- ------ . ---- 

Pasa16 
Cukup jelas 

peru bahan sosial pada masyarakat hukurn adat Tclaki dan korriunitas 
komunitas budaya lain di Kabupaten Kon.awe sehingga sclaras dengan 
visi misi pembangunan daerah Kabupaten Konawe Tahu n 2013 - 2018 
yang dirumuskan dengan susunan redaksi : "Bekerja Jujur dart Ikhlas 
menuju Konawe Sejahiera, Mandiri da.n berdaya Sainq Tahuri 2018". 

meningkatkan rasa percaya diri, 
membantu merigeridalikan arah 

budayanya masing-masing, (2) 
prakarsa, inisiatif-inisiatif dan 

Pada konteks daerah Kabupaten Konawe, arah pembangunan 
bidang kebudayaan sebagaimana diketengahkan di atas memiliki arti 
penting dalam : (1) membangun jati diri masyarakat hukum adat 
Tolaki dan komunitas-komunitas budaya lainnya di Kabupaten 
Konawe yang dalam kenyataannya sangat patuh dan taat pada entitas 

aktualisasi nilai-nilai budaya bangsa dan penguatan ketahanan 
budaya dalam menghadapi · derasnya arus budaya ·· global;··· (Q) 
peningkatan kernampuan masyarakat dalam mengapresiasi pesan 
moral yang terkandung pada setiap kekayaan dan nilai-riilai budaya 
bangsa; serta (3) mendorong kerja sama yang sinergis antarpemangku 
kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya. 

.~ .... -·. (. 
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,•-.:- . . .. .:. ---~ . 

Pasal 7 
---- ---'·-C1.1kup_ jelas __ - . 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Cukup Jelas 

Pasal 10 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup Jelas 

Pasal 16 
Cukup jelas 

Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukup jelas 

Pasal 19 
Cukup Jelas 

Pasal 20 
Cukup Jelas 

- - - ·-· __ ,. .... 

Pasal 21 
Cukup Jelas 

Pasal 22 

• 
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Mom besara Mom besara adalah tata cara atau 
tata laksana peletakkan adat Kalosara dalam 
sebuah acara, upacara atau ritual adat Tolaki. 
Tata cara peletakkan adat tersebut telah 
disepakati dan dilaksanakan secara konsisten 
cian tu r un ternurun oleh seiuruh masyarakat 
hu ku m adat Tolaki di Koriawe m2.unun .. --·- 
Mekongga pada berbagai konteks 
kegiatan/keperluan adat, seperti dalam 
konteks pelaksanaan kegiatan perkawinan, 

Kalosara secara urnurn mcliputi o sara (adat 
isriada t). khu su snva .soro ouos eno tolcik: atau 
sum inbu 'uno totuki, yait u adut pokok. _\·,mg 
merupakan surnber dari segala adar-istiadat 
orang Tolaki yang berlaku dalarn sernua aspek 
kebidu pan rriereka. JS:a1o sebagai adar pokok 
dapat digolorigkan ke dalam apa yang disebut: 
( 1) sora uionua, yaitu adat pokok dalam 
pernerin tahan; (2) sara mbedulu, yaitu adat 
pokok dalam hubungan kekeluargaan clan 
persatuan pada umurnnya; (3) sara mbe'ombu, 
yaitu adat pokok dalarn aktivitas agama dan 
kepercayaan: (4) sara mandarahia, yaitu adat 
pokok dalarn pekerjaan yang berhubungan 
dengan keahlian dan keterampilan; dan (5) 
sara monda'u, mombopaho, mombakani, 
melambu, dumahu, meoti-oti, yaitu adat pokok 
dalam berladang, berkebun, beterriak, 
berbur'u, clan menangkap ikan. 

. ··-· ·.·· ·.·.-··~ . ,. - ..... ~ .... --··------ 

Huruf 
b 

Huruf 
a 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 

Pasal 27 

Pasal 26 

Pasal 25 

Pasal 24 

Pasal 23 

-~ 
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Sa uc ara o an 
rriemberikan 

ber upa ker bau , 

1 u_;'uug oieh semua sanax 
keluarga. denzan cam 
swnbangan masing-masi·ng 
beras, uang dan lain-lain. 

H uruf Cuku p j elas 
d 
Huruf Pepokolapasi'a atau peharoa'a adalah 
e merupakan suatu pesta yang ditunjukkan 

untuk membuktikan kecintaan terakhir 
seluruh keluarga yang ditinggalkan terhadap 
Almarhum/ almarhumah. Selain itu 
terkandung juga maksud untuk mempererat 
ikatan rasa persatuan dan kesatuan keluaraga 
dari Almarhum/ Almarhumah. Karena itu 
segala persiapan yang diperlukan untuk pesta 
penguburan 1111 ditakukan secara gotong 

Mosehe adalah adalah sebuah ritual yang 
dianggap sakral oleh masyarakat Tolaki 
sebagai penolak bala setelah terjadi sengketa 
dan pelanggaran adat, baik di kalangan 
keluarga maupun lintas komunitas suku 
Tolaki. Dengan mosehe dianggap telah 
mensucikan diri dari pelanggaran adat dan 
menghindari kutukan dari sang pencipta atau 
istilah suku Tolaki sangia lahuene atau dewa 
Jangit. 
Rumorondo adalah mer upakan salah satu 
item dalam kebudayaan orang Tolaki yang 
mengandung nilai ritual sangat tinggi yang 
dilakukan sebagai perwujudan rasa 
terimakasih orang Tolaki kepada yang kuasa 
atas nikmat yang diberikannya melalui 
ke berhasilan dalam pan en padi ladang. 
Upacara rumorodo dilakukan apabila seorang 
peladang menghasilkan jumlah panen padi 
yang sangat melimpah (mondaweako) 

kegiatan pengumuman dan peringatan 
kematian (peharoa'a), pelepasan atas 
kernatian seseorang - · ·· -Ipepekolapasi'a), 
penyelesaian konflik dan permasalahan sosial 
(mosehe), pelantikan/ penobatan raja-raja, 
kegiatan pertanian (monda'u), dan lain 
sebagainya. 

Huruf 
c 

.. 
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tangan sarnbil berpegangan: 
d. Mepelo, yaitu pertarungan menahan 

tangan sampai kesiku dengan saling 

tinju; 
1·fr!~·1~·. 

b. Mosaka, yaitu pertarurigan adu kepalan 

Latihan-latihan ketangkasan terdapat 
pada masyarakat Tolaki, diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
a. Mebiti, yaitu pertarungan pukul betis; 

1. Latihan ketangkasan 

Huruf permainan ketangkasan dan olah raga 
h tradisional Tolaki 

Huruf Kinoho/ Laloma, Sua-Su.a, Taenanqo, Kabiu, 
g O'Anqqo, Sinqquru, O'Dhoa, Hu 'hu, Pe'olili don 

Bhitarandoka. 

Dongeng adalah 

Sage adalah 

Legenda adalah 

Fabel adalah 

Huruf f Mite adalah 

Monahu nda'u adalah upacara adat panen 
raya. 

Metirangga adalah upacara adat malam pacar. 

Khatarnu adalah upacara penamatan kitab 
suci al-Qur'an di kalangan masyarakat Tolaki. 

Manggilo adalah adalah semacam tradisi 
acara 'kenduri' pengJ slaman seorang anak 
yang dilaksakan setelah Islam masuk ke , 
tanah Konawe pada masa pemerintahan 
Mokole Lakidende (Abad ke-17 masehi). 
Tradisi ini biasanya diadakan oleh sebuah 
keluarga sebagai bentuk ritual syukuran atas 
selesainya seorang anak disunat (niwaka) 
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Selain dari gerakan-gerakan olahraga 
yang disebutkan diatas,masih terdapat lagi 
berbagai permainan yang mengandung 

3. Latihan Otot 
Latihan otot dalam olah raga tradisional 

orang Tolaki, diantaranya dapat dilihat pada 
beberapa bentuk sebagai berikut: 
a. Lumanqo (tanding kecepatan berenang 

menyeberangi sungaitanpa alat 
lepampung); 

b. Pewangu ndindiranga (bertandirig 
bangun dengan menggunakan otot 
perut); 

c. Melosi'ako (tanding melompati tali yang 
direntangkan dengan ukuran tinggi 
tertentu); 

d. Tumitigo (tanding lari dengan kaki 
sebelah, dengan ukuran jauh tertentu); 

e. Tumuembali (tanding menebang 
pohonkayu besar dengan menggunakan 
xapax). 

2. Latihan Keseimbangan Badari 
Latihan keseim bangan bad an dalam 

versi olah- raga orang Tolaki, diantaranya 
dapat dilihat pada beberapa olah raga 
tradisonal berikut ini : 
a. Metinggo (berjaJan dengan memakai dua 

buah tonggak); 
b. Metete [Meriiti pad a titian kayu kecil 

yang Iicin tapi panjang yang di pasang 
an tara dua tiang yang saling beijauhan 
atau pada sisi dua bu ah sungai kecil); 

c. Mewawo samba (berjalan meriiti diatas 
dahan kayu tanpa pegangan). 

ketangkasan 
rnengunakan 

bin a tang 

melempar 
gunakan 

. berpegan tangan; 
e. Mekali, yaitu pertarungan 

lembing,dengan mernper 
tombak atau batu ceper; 

f Melambu, berlom ba mem buru 
buruan; 

g. Medonga, berlomba 
menagkap rusa dengan 
kuda dan tali jerat. 

• .··} .:::. • •, :- • • .. , • • ': • .. • -1~ - ........... -,. ,.. • • .-.·. h • ._ • • • .... • • ,' • ">:..._ • ... : • ·- \ o • ' ...... l - .. 
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Cukup jelas 

Cu kup .Jelas ,---·-=·· 

Cukup jelas 

Huruf i Pengetahuan dan/ atau kearifan lokal orang 
Tolaki dalam pengelolaan sumberdaya alarn, 
khususnya dalam namun tidak terbatas 
pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan 
sumberdaya hutan, pertanahan, pertanian 
serta pengelolaan wilayah pesisir dan lau t. 

4. Latihan otak 
Bentuk-bentuk latihan otak dalam 

olah raga tradisional orang Tolaki, dikenal 
beberapa bentuk permainan sebagai 
beriku t : 
a. Mek.ou-kou (memainkan biji-biji batu 

kecil pad a lo bang kayu. secar a 
berputar); 

b. Mekatetide (memainkan bat.u-batu kecil 
dengan melempar ke atas sarnbil 
menjemputnya kembali); 

c. Mesikii (bermain kartu cina); 
d. Metonggo (bermain kotak dadu yang 

terbuat dari tanduk kerbau); 
e. Melehere (khusus bagi anak-anak 

wani ta, bermain gans sam bil 
menggunakan batu). 

Lakobunggu(berium baj alanrnern belakan 
g) 

9. Pasila (bermain silat). 

nilai-riilai olahraga seperti : 
1. Mehule (bermain gasing) 
2: · Sumepa (bermain raga) 
3. Meani (tarik tambang) 
4. Momone (memanjat) 
5. Mepido (main kemiri) 
6. Mebele (bermain tempurung) 
7. Mego lo (berlomba lari cepat) 
8. 

Pasal 30 

r-a sa. .!.'::J 

Pasal 28 

• 
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Huruf Nahu tawa Oloho adalah masakan 
e khaa/tradisional Tolaki yang berkuah dan 

Kinowu adalah nasi bambu, atau makanan 
khas/tradisional Tolaki yang berupa nasi atau 
daging dan lauk pauk lairmya yang ditanak di 
dalarn cian c:iii1iciangi-:.an di ci;-;iarn barnbu yang 
didatarnrrva dilapisi oleh darn, ni sansr. 

Kabengga adalah makanan khas/tradisional 
Tolaki yang berupa basil racikan daging ikan 
yang diasapi. 

Karnbatu adalah makanan khas/tradisional 
Tolaki yang berupa dendeng daging leering 
dari daging sapi atau kerbau. 

Penganan khas Tolaki, seper ti Dodolo (dodol), 
lrnlo-kalo; Tuuturu, Bepawila, Sanggara, Doko 
Doko, Ranggina, Dangia, Bagea, Taripa, dan 
lain-lain. 

Sinonggi adalah adalah nama makanan khan 
orang Tolaki yang terbuat dari bahan tanaman 
Sagu. Sinonggi mirip dengan Papeda yang 
merupakan makanan khas orang Papua dan 
'Kapurung' makanan khas orang Luwu Palopo 
di Sulawesi Sela tan. Perbedaan Sinonggi 
dengan Papeda dan Kapurunq terlihat pada 
susunan menu dan cara penyajiannya, 
dimana Sinonggi dibuat dan disajikan secara 
terpisah dengan lauk-pau k a tau hidangan 
pelengkap lain nya (seperti sayuran dan ikan), 
sedangkan Papeda dan Kapur ung disajikan 
sud ah dalam bentuk menu yang 
rnenggabungkan masakan ekstrak sagu 
dengan lauk pauk. 

Huruf 
d 

Huruf 
c 

Huruf 
b 

Huruf 
a 

Cukup jelas 

Cukup jelas ---- 

Pasal 33 

Pasal 32 

.: .. _. ._. -·. 
Pasal 31 

.-----------··· ··-·----·------· ·------ 

• 
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Hurub Komali adalah Komali adalah jenis laika owose 

keluarga. 

T"""\ 1 • 0 ,. , •• , ,. • ' 1 1 
KUm8n sernaca m iru 0101n.K,H1 01prngg1r ke ou n 
atau ladang menjernnaa akan dirriulainva 
pi:-ii1'.":: dci:: 1,:,,..._c:::··.-;,-; d:i~,::;<>; ,,~h"b·_·bt·,2.pa 

Laika Mbu'u adalah Laika mbu'u (di konawe) 
atau laika raha di mekongga/kolaka, berarti 
rumah pokok.Disebut demikian karena 
bentuknya lebih besar daripada rumah biasa. 

Ornamen khas Tolaki pada rumah tinggal 
da.n/atau tempat lain yang mencirikan 
keberadaan anggota masyarakat hukum adat 
Tolaki. . 

Ornamen khas Tolaki pada tempat acara dan 
upacara adat Tolaki, seperti namun tidak 
terbatas Tabere dan Otenda. 

Ornamen khas Tolaki pada produk kerajinan 
tradisional Tolaki, 

Ornamen khas Tolaki pada Rumah Adat 
Tolaki, 

Ornamen khas Tolaki pada pakaian adat 
Tolaki 

Huruf 
a 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Huruf 
e 

Huruf 
d 

Huruf 
c 

Huruf 
b 

Huruf 
a 

Cukup Jelas 

Cukup jelas 

··Hurur----~-sare·· pokea adalah sate yang terbuat dari 
f bah an kerang poke a segar. 

berburnbu clasar daun kedondong. 

Pasal 39 

Pasal 38 

Pasal 37 

Pasal 36 

Pasal 35 

Pasal 34 

• 

L 
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Toono Motu'o adalah kepala wilayah adat 
setingkat okarn bo / onapo pada masa 
pemerintahan kerajaan Koriawe. Saat ini, 
toono motu'o dimaknai sebagi orang tua atau 
pernuka masyarakat adat Tolaki yang 
dituakan di wilayah adat tertentu. 

Pabitara adalah pernangku adat yang 
berfungsi sebagai juru bicara adat laki-laki 
pada acara perkawinan adat Tolaki ataupun 
pada pelaksanaan acara da.n upacara adat 
Tolaki lainnya. 

Tolca adala h Du ta/ a tau utu san adat pihak 
calon mempelai wanita. 

Puutobu adalah kepala kesatuan wilayah adat 
setingkat kecamatan (otobu) pada masa 
kerajaan Konawe. Saat ini, Puu tobu adalah 
kepala adat Tolaki nyang berkedudukan di 
Kecamatan dan di Desa/Keiurahan. 

(rurnah besar), khusus untuk tempat tinggal 
Raja/Mokole pada masa kerajaan 
Konawe.Rumah semacam ini tinggi dan kuat. 
Bahan-bahannya·--tetrd-ir-i-' El.ari··kayu,-- bambu·-.-~- -· 
dan atapnya terbuat dari rumbia.Pada bagian 
tertentu rumah ini ditemukan ukiran (pinati- 
pati). 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Huruf 
c 

Huruf 
b 

Huruf 
a 

Cukupjelas 

b 

Pasal 45 

Pasal 43 

Pasal 42 

Pasal 41 

Pasal 40 

.. 
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Pasal SS 
Cukup jelas 

Pasal 56 
Cukup jelas 

Pasal 57 
Cukup jelas 

Pasal 58 
Cukup jelas 

?asai :::>':1 
Cu ku p .Jelas. 

Pasal 60 
Cukup jelas 

Cukup jelas 
Pasal 54 

Cukup Jelas 
Pasal 53 

Cu kup jelas 
Pasal 52 

Cu ku p jelas 
Pasal 51 

Cu kup jelas 
Pasal 50 

Cukup jelas 
Pasal 49 

Cukup jelas 
Pasal 48 

Cukup Jelas 
Pasal 47 

Cu ku.p.jel as • ---·· -- ~· •. • .. _ .. ~.-~.-:::: .. ·-e:o..•· - _,v-.--• ..... ·. - ·~· ..-.--- 

Pasal 46 

• 
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Cukup jelas 

Cukup iela s 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup Jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup Jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Pa.sal 75 

Pasal 73 

Pasal 72 

Pasa1 71 

Pasal 70 

Pasa] 69 

Pasal 68 

Pasal 67 

Pasa1 66 

Pasal 65 

Pasal 64 

Pasal 63 

Pasal62 

Pasal 61 
- ..... ·-·-- . ~- .::,;,·.,.c::.::,:_:Gu.-k:1;;1p-jel-as _,. - --rw·-- .. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 
NOMOR .... 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup Jelas 

Cukup jelas 

Cuku p je la s 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup Jelas 

·-··--· .. - - ~.:,· . .-·:-~ · ..... ·; .: ·-·····-- ........ ~--- . ..._ ... _ Cukup jela's" 

Pasa187 

Pasal 86 

Pasal 85 

Pasal84 

Pasal 83 

Pasal 82 

Pasal 81 

Pasal 80 

Pasal 79 

Pasal 78 

Pasal 77 

Pasal76 

/ 
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